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ABSTRAK

Indonesia menganut sistem demokrasi perwakilan. Nskee perwakilan
yang dianut Indonesia dinilai dapat menjamin ket&iaa aspirasi rakyat. Dalam
sistem demokrasi perwakilan, yang menjalankan ketkulrakyat adalah wakil-
wakil rakyat yang berada di lembaga perwakilan rakyang disebut parlemen.
Parlemen di Indonesia terdiri dari MPR, DPR, DPDn daPRD. DPRD
merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkeduduk daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintah daerah. Namun pagatkannya DPRD tidak
selalu berjalan sebagaimana mestinya. Dalam halipgrlukan suatu lembaga
pengawasan internal DPRD guna menegakan kode etik DMRKa terbentuklah
Badan Kehormatan (BK) DPRD. Dewasa ini BK DPRD kurangihtsrl
eksistensinya dalam penegakan kode etik DPRD. Pandlii menfokuskan pada
bagaimana implementasi fungsi BK dalam penegakaie latik anggota DPRD
periode 2009-2014 dan kendala apa saja yang dihB#agerta bagaimana upaya
BK dalam mengatasi kendala-kendala tersebut.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis yaiterdyan mendeskripsikan
data yang dikaji secara sistematis dan menggunaémadekatan yuridis normatif
yaitu penelitian ini berdasar dari peraturan peamgdundangan sebagai norma
hukum positif yang menjadi dasar pembentukan BK ykamg berkaitan dengan
fungsi BK. Analisis data menggunakan metode deskiipialitatif, yaitu suatu
cara menarik kesimpulan dengan memberikan gambatan menjabarkan
terhadap data yang telah terkumpul dalam bentuiaudgalimat sehingga pada
akhirnya dapat menghantarkan pada kesimpulan. Banymenggunakan metode
deduktif, yaitu analisis data dari yang bersifat uam kemudian ditarik
kesimpulan yang bersifat khusus.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa impleas fungsi badan
kehormatan DPRD Kota Yogyakarta dalam penegakan &bkeanggota DPRD
periode 2009-2014 belum maksimal meskipun fungssugah dijalankan dengan
baik. Hal ini karena BK DPRD Kota Yogyakarta masitengalami banyak
kendala dalam menjalankan tugas dan wewenangnyalak®e yang dialami BK
antara lain tidak adanya aturan khusesruitment anggota BK, lemahnya tata
tertib dan kode etik DPRD, terbentur Pedoman Tag@a®ira BK, masalah
prosedural pengaduan yang rumit, pengadu kurangrjaskma, dan adanya sifat
“ewuh pakewuh”. Dalam menghadapi kendalanya BK bsmpaintuk
mengoptimalkan sarana dan prasarana yang addedgitaktif dalam mengamati
tingkah laku anggota dewan baik di kantor maupunati kantor.

Kata Kunci: Badan Kehormatan, DPRD, Kode Etik
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Partai politik memiliki peranan yang sangat pentol@am setiap
sistem demokrasi. Dalam suatu negara demokrasi,dk&dn dan peranan
setiap lembaga negara haruslah sama-sama kuat desifab saling
mengendalikan dalam hubungamecks and balancesAkan tetapi jika
lembaga-lembaga negara tidak berfungsi dengan Hailerjanya tidak
efektif, atau lemah wibawanya dalam menjalankandunyg masing-masing,

maka hal tersebut dapat membuat partai-partailpatienjadi rakus:

Menurut Miriam Budiardjo, partai politik memiliki dempat) fungsi,
antara lain sebagai sarana komunikasi politik,adissisi politik, rekruitmen

politik, dan pengatur konflik.

Fungsi ketiga partai politik yaitu rekruitmen pidimerupakan sarana
untuk menyeleksi kader-kader pemimpin negara padgng-jengjang atau
posisi-posisi tertentu. Kader-kader itu ada yanglidi secara langsung oleh
rakyat, ada pula yang dipilih melalui cara yanglidangsung, seperti oleh
Dewan Perwakilan Rakyat, ataupun melalui cara-carg yaak langsung

lainnya. Namun selain memiliki fungsi, partai pditjuga memiliki

! Jimly AsshiddigiePengantar IImu Hukum Tata Negardakarta: Rajawali Pers, 2011),
him. 402.

2 |bid, him. 406.



kelemahan yaitu terkadang partai politik cenderbacsifat oligarkis. Partai
politik yang seharusnya mengutamakan kepenting&gata namun pada
kenyataannya cenderung lebih mengutamakan kepantipartai politik itu
sendiri. Untuk itu dalam partai politik, selain agananggaran dasar dan
anggaran rumah tangga, maka diperlukan suatu ktile positif yang
dituangkanCode of Ethicyang dijamin tegaknya melalui dewan kehormatan

yang efektif>

Untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaelbdRD)
atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), seseorang diesempatan sejak
awal untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Partibiér dahulu yang
disediakan tersendiri strukturnya dalam kepenguri3artai. Dalam sistem
representative democracgtau demokrasi perwakilan memang partisipasi
rakyat yang berdaulat, disalurkan melalui pemungwgaara rakyat untuk
membentuk lembaga perwakilan. Mekanisme perwakitandinilai dapat
menjamin keterwakilan aspirasi rakyat. Maka dalastes) perwakilan,

kedudukan dan peranan partai politik dianggap dataainan?

Dalam sistem demokrasi perwakilan, yang menjalariteaaulatan
rakyat adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lemdagerwakilan rakyat
yang disebut parlemen. Wakil-wakil rakyat tersefvartus ditentukan sendiri

oleh rakyat, melalui pemilihan umum. Dalam pemiang dipilih tidak saja

% Ibid, him. 410.

4 Ibid, him. 413.



wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakildtyat atau parlemen,
tetapi juga para pemimpin pemerintahan yang dudukucsi eksekutif. Di
cabang kekuasaan legislatif, para wakil rakyat yalag duduk di Dewan
Perwakilan Rakyat, ada yang duduk di Dewan Perwakilaerdh, dan ada
pula yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daeralik bitingkat

provinsi ataupun tingkat kabupaten dan kota.

Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia tidakahterdapat di
pemerintah pusat, namun juga terdapat penyelergyggpamerintahan di
pemerintah daerah. Penyelenggaraan pemerintaharahdadlaksanakan
dengan prinsip desentralisasi, yaitu penyerahan nemgpemerintahan oleh
Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengaturmgamgurus urusan
pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Repubtibnesia. Hal
mengenai pemerintahan daerah dipertegas dalam ghemilkedua Undang-

Undang Dasar 1945 Pasal 18 yang berbunyi:

1. Negara kesatuan republik indonesia dibagi atas kdakrarah provinsi
dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabopdsn kota yang
tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu memg@irnyemerintahan
daerah yang diatur dengan undang-undang;

2. Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan katagatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut @asasroi dan tugas
pembantuan;

3. Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan keiliki Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanyiihdipelalui
pemilihan umum;

4. Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebakgpala
pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan katdihd secara
demokratis;

5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluasylaaskecuali
urusan pemerintahan yang oleh undang-undang dk@mtisebagai
urusan pemerintah pusat;



6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturarahdagdan
peraturan-peraturan lain, untuk melaksanakan otondam tugas
pembantuan;

7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintdeah diatur
dalam undang-undang.

Mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerahudiedih lanjut
pada UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedus With No. 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. PemeriD@drah adalah
pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah giaigikan oleh lembaga
pemerintahan daerah, yaitu Pemerintah Daerah (Ké&pa¢aah) dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Menurut Pasal 40 Undang-Undang Pemerintahan DaeraharDew
Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakileat daerah dan
berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan peaferdd@erah. DPRD
memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawa$ecara rinci DPRD

memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

a. Membentuk Perda yang dibahas dengan kepala dastak mendapat
persetujuan bersama;

b. Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang ARB&ama
dengan kepala daerah;

c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan gardaeraturan
perundang-undangan lainnya, peraturan Kkepala daefsPBD,
kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan rgmog
pembangunan daerah, dan kerjasama internasiodaédih;

d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepedeatdwakil
kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri DdNageri bagi
DPRD Provinsi, dan kepada Menteri Dalam Negeri, mel@lbernur
bagi DPRD Kabupaten/Kota;

2012), him. 116.Siswanto Sunart¢jukum Pemerintahan Daerah di Indonesiat IV
(Jakarta: Sinar Grafika,



e. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekagmn jabatan
wakil kepala daerah;

f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemedaerah
terhadap rencana perjanjian internasional di daerah

g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasamraasional yang
dilakukan oleh pemerintah daerah;

h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kela&leah dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah;

i. Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerabh;

j. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam

penyelenggaraan pemilihan kepala daerah; dan
k. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasamaadaerah dan
dengan pihak ketiga yang membenbani masyarakadatrah®
Berdasarkan tugas dan wewenangnya, DPRD memiliki
interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapahuN selain tugas dan
wewenang DPRD tersebut di atas, ada beberapa tugageganang DPRD
lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-ugetan Dalam
menjalankan tugas dan wewenangnya, DPRD dilengkappaderalat
kelengkapan Dewan, seperti berikut:
a.Pimpinan
b. Komisi
c. Badan Musyawarah
d.Badan Legislasi Daerah
e.Badan Anggaran

f. Badan Kehormatan

g.Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan diberdlgh rapat peripurna

Salah satu alat kelengkapan DPRD adalah Badan Ketarn(aK).

Badan Kehormatan DPRD sebagai alat kelengkapan DPRé&ntdib dan

% Ibid, him. 67-68.



ditetapkan dengan keputusan DPRD. DPRD wajib menyksde etik untuk
menjaga martabat dan kehormatan anggota DPRD datmjalankan tugas
dan wewenangnya. Arti penting Badan Kehormatan DPRBinil adalah
untuk menegakkan kode etik DPRD. Kode etik DPRD adataima-norma
atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landat#aratau filosofi
dengan peraturan perilaku dan ucapan mengenaiahalamg diwajibkan,

dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota DPR

DPRD Kota Yogyakarta memiliki tata tertib dewan yalgtur dalam
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota YogiaKdomor 01
Tahun 2010 Tentang Tata Tertib dan kode etik dewargydiatur dalam
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogiamkidomor 2
Tahun 2010 Tentang Kode Etik. Segala sesuatu mangpa yang boleh dan
tidak boleh dilakukan oleh Anggota Dewan telah wtiatalam Tata Tertib

DPRD dan Kode Etik DPRD.

Badan Kehormatan (BK) merupakan salah satu alatngkbhpan

DPRD yang bersifat tetap dan mempunyai tugas sebagiit®

1. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatukrhadap
moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DRRIam rangka
menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilRPRD.

2. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan angB&tRD terhadap
peraturan tata tertib dan/atau kode etik DPRD

" Pasal 1 angka 6 Peraturan DPRD kota Yogyakartaok@rfahun 2010 tentang Kode
Etik DPRD

8 pasal 66 ayat (1) Peraturan DPRD No. 01 Tahun Z@héang Tata Tertib DPRD



3. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikaatas pengaduan
pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat.

4. Melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasiepdikan,
verifikasi, dan klarifikasi kepada rapat paripuBPRRD.

BK berhak menjatuhkan sanksi pada Anggota Dewag terbukti
melanggar kode etik dan/atau tata tertib DPRD bar#as hasil

penyelidikan, verifikasi, dan Kklarifikasi. Tegurtersebut dapat berupa:

a. Teguran lisan;
b. Teguran tertulis;
c. Pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkaparDD&fRu

d. Pemberhentian sebagai anggota DPRD sesuai dengantuleete

peraturan perundang-undangan.

BK sebagai salah satu alat kelengkapan DPRD yangifétetetap
dinilai dapat menjamin tegaknya tata tertib danekedik DPRD ternyata
hasilnya tidak selalu sesuai dengan apa yang dikana Pada tahun 2010,
berdasarkan pemantauan BK DPRD Kota Yogyakarta padadpeJanuari
hingga September rata-rata kehadiran anggota atifiglada saat rapat
paripurna mencapai 84 persen. Namun, belum lam@jxit paripurna yang
dijadwalkan pada Senin 14 Januari 2013 akhirnyal bditgelar lantaran
peserta sidang tidak memenuhi kuorum. Hal tersbbkén lantaran banyak
Anggota Dewan yang membolos atau mangkir dari r&sdienarnya banyak

Anggota Dewan yang saat itu datang, hanya saja tidalgikuti rapat dan



hanya berada diluar ruangan. Entah hal tersebkeitenasalah politik atau

hal lain.®

Tidak hanya dalam rapat paripurna, dalam rapaahgun terkadang
persentase kehadiran Anggota Dewan hanya 30%, dan rppd&rapat
komisi terkadang kehadiran Anggota Dewan hanya memnca@o. Disisi
lain, mengenai kode etik Anggota Dewan telah diatdiesikian rupa dalam
Kode Etik DPRD. Salah satunya mengenai kehadirang yhatur dalam
Pasal 7, Peraturan DPRD No. 2 Tahun 2010 Tentang bt yang berisi

antara lain:

1. Anggota DPRD harus mengutamakan tugasnya dengameaghadiri
secara fisik setiap rapat yang menjadi kewajibannya

2. Ketidakhadiran anggota DPRD secara fisik di dalapatgaripurna
dan/atau alat kelengkapan DPRD diberitahukan seeatais kepada
Pimpinan Alat Kelengkapan dengan disertai alasan;

3. Ketidakhadiran anggota DPRD secara fisik sebanygkkali berturut-
turut dalam rapat sejenis tanpa izin Pimpinan Frakerupakan suatu
pelanggaran yang dapat diberikan teguran tertldis Bimpinan Fraksi;

4. Ketidakhadiran anggota DPRD secara fisik sebangskkali berturut-
turut dalam rapat alat kelengkapan tanpa pembesdtalkecara tertulis,
Pimpinan alat kelengkapan meminta keterangan kegRidginan
Fraksi melalui Pimpinan Dewan.

5. Ketidakhadiran anggota DPRD secara fisik selamabtidan berturut-
turut tanpa keterangan apapun dan/atau dalam papaurna dan/atau
rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas damjikannya
sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa algsag sah merupakan
pelanggaran Kode Etik yang dapat berakibat dibeiteamya sebagai
anggota DPRD.

® http://www.kotajogja.com/berita/index/Memalukan,vi2a-Bolos-Rapatdiakses pada
tanggal 28 Februari 2013 pukul 16.00 WIB).



Adanya Anggota Dewan yang kerap mangkir dari rapat angm
dinilai merugikan. Karena ketidakhadiran Anggota Dewgang tidak
beralasan dapat membuat produktivitas kinerja ArgB&wan menurun. Hal
tersebut secara langsung juga merugikan Negarsi 8miiangan, dan disisi
lain secara tidak langsung telah merugikan masgarkfirena masyarakat

memilih wakil rakyat untuk meningkatkan kesejahaersakyat.

Pengaturan mengenai sanksi ketika terjadi pelaaggdak hanya
ada pada BK, namun masing-masing fraksi juga mkimgiuran sendiri
mengenai sanksi ketika ada anggotanya yang melakydelanggaran.
Pengaturan sanksi pada fraksi bersifat interndisirgadi terpisah dari BK.
Aturan yang terdapat pada Fraksipun tergolong longgdi masih banyak
Anggota Dewan yang melanggar. Melihat pelanggaramrgegiaran kode etik
ataupun tata tertib yang telah dilakukan oleh Angg@PRD Kota
Yogyakarta, maka implementasi fungsi BK sebagai satatu alat
kelengkapan DPRD untuk menegakan kode etik perlar@dipyakan. Dari
sini penyusun merasa tertarik untuk melihat bagaamenplementasi fungsi
BK DPRD dalam penegakkan kode etik DPRD khususnyBRRD kota

Yogyakarta periode 2009-2014.

Pokok M asalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, and&pat penyusun
sampaikan dual hal yang menjadi pokok permasaldaém penelitian ini,

yaitu:
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1. Bagaimanakah implementasi fungsi Badan KehormataRIDRota
Yogyakarta dalam penegakan kode etik Anggota DPRD kota

Yogyakarta periode 2009-2014?

2. Kendala apa saja yang dihadapi Badan Kehormatan DRRB@2
Yogyakarta dalam menjalankan tugasnya dan bagaimpaga BK

dalam mengatasi kendala tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan latar belakang serta pokok masalaly yelah
dipaparkan sebelumnya maka tulisan ini mampu meaadan mengungkap
persoalan melalui pembahasan yang mudah dipahamitetarah dengan

baik. Adapun tujuan dan nilai guna yang ingin daiam@itu antara lain:

Tujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah implementasi fungsidaBa
Kehormatan DPRD kota Yogyakarta dalam penegakan letde

Anggota DPRD kota Yogyakarta periode 2009-2014.

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Badan KeharmBPRD
Kota Yogyakarta dalam menjalankan tugasnya dan upB¥a

mengatasi kendala tersebut.

Kegunaan:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan marifaatpa:
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1.Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mendeskripsikan lempntasi fungsi
Badan Kehormatan DPRD kota Yogyakarta Dalam Penedékda Etik

DPRD.
2.Kegunaan Praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbampganikiran,
khususnya kepada Badan Kehormatan di DPRD Kota Y@gismk
dalam rangka agar pelaksaan tugasnya dalam memegela etik

dapat berjalan lebih baik lagi.

b. Memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikani stiagh
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syadah

Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyt&ka
D. Telaah Pustaka

Penyusun telah melakukan penelusuran terhadap Kamgh yang
ada, dan penyusun menemukan ada beberapa kargd irahg membahas

mengenai tema yang penyusun angkat yaitu menge@rBKehormatan.

Adapun beberapa karya ilmiah yang membahas tentaadarB
Kehormatan antara laipertama skripsi Mohammad Adhi Nugroho dengan

judul “ Mekanisme Kerja Badan Kehormatan Dewan Perwakilany&ak
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Daerah Di Kota Yogyakarta™ Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan
bahwa meknisme kerja Badan Kehormatan dijalankartat@an pengawasan
sampai dengan tahap rekomendasi untuk mengeluarkggota dewan, dan
faktor penghambatnya adalah mekanisme kerja Badamorhatan tidak
dapat berjalan secara efektif karena anggota Bagehormatan juga
merupakan anggota dewan, serta cara mengatasi teamiessebut adalah
diperlukan peran serta dari masyarakat dalam mergjatwvagkah laku

anggota dewan.

Keduag skripsi Hasrul Buamona dengan juduPeftanan Badan
Kehormatan Dalam Menegakkan Kode Etik Anggota Dewarw&kilan
Rakyat Republik Indonesid® Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan
bahwa penegakkan yang dilakukan cukup baik padasskairang, namun
tidaklah didukung oleh peraturan kode etik, tatabara, dan tata tertib yang
tegas sehingga BK tidak secara leluasa dapat méenitédian anggota DPR
RI yang telah melanggar kode etik walaupun perbbuatasebut telah

memenuhi Asas Unus Testis Nullus Testis.

Ketiga Tesis Nuri Evirayanti dengan juduPélaksanaan Tugas dan
Wewenang Badan Kehormatan Sebagai Alat Kelengkdp@RD Dalam

Menjaga Martabat dan Kehormatan Anggota DPRD Berdesa Kode Etik

2 Mohammad Adhi Nugroho, “Mekanisme Kerja Badan Kefatan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Di Kota YogyakarteéBkripsitidak diterbitkan, Prodi llmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta (2007).

1 Hasrul Buamona, “Peranan Badan Kehormatan Dalamelyekkan Kode Etik
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik IndonesS&tipsitidak diterbitkan, Prodi lImu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Y dgyta (2012).
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DPRD. (Study pada DPRD Provinsi Janibij Penelitian tersebut
menghasilkan kesimpulan bahwa tugas dan wewenangnblehormatan
dalam menjaga martabat dan kehormatan Anggota DPRiksdihakan
berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tprgasunan dan
kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD dan berdasarkan uuchalzgng

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Rlematuran
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang perubahas R&aturan
Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Riamyusunan
Peraturan Tata Tertib DPRD. Kemudian untuk lebih tdfeklalam

pelaksanaan tugas dan wewenang sedangkan kendaa katormatan
dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki dzembatan yaitu
hambatan internal dan hambatan eksternal terhauggota DPRD, proaktif
terhadap laporan-laporan yang dapat dipertanggwafjean dan tidak
melakukan intervensi proses peradilan karena tmdabadan kehormatan

berada pada wilayah moralitas.

Keempat,Skripsi Yulia Eka Wulandari Yompormase dengan judul
“Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatang&ekdat
Kelengkapan DPRD Dalam Menjaga Martabat dan Kehoamafnggota

DPRD Kota Sorong*® Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan yaitu

12 http://eprints.undip.ac.id/18475/1/NURI_EVIRAYAN@E.(diakses tanggal 10
Februari 2012 pukul 22.15 WIB).

3 Yulia Eka Wulandari Yompormase, “Pelaksanaan TulgasWewenang Badan
Kehormatan Sebagai Alat Kelengkapan DPRD Dalam MgnMartabat dan Kehormatan
Anggota DPRD Kota SorongSkripsitidak diterbitkan, Jurusan lImu Hukum Fakultas Hiok
Universitas Atmajaya Yogyakarta (2011).
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pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kehormatan O&BD menjaga
Martabat dan Kehormatan Anggota DPRD Kota Sororahtberjalan dengan
baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya pejaragn kode etik yang
telah dilakukan oleh anggota DPRD yang mana pelaaggersebut telah
diproses oleh Badan Kehormatan sesuai dengan nsek@amian prosedur
yang diatur dalam peraturan DPRD, yaitu Badan Kehtam menyelidiki
dan memeriksa pelanggaran, menyampaikan pertimbharagl penyelidikan
dan memberikan sanksi berupa lisan dan tertulisad@pAnggota yang

melakukan pelanggaran.

Memang tema atau penelitian yang penyusun lakukamap
dilakukan banyak peneliti sebelumnya. Namun peaelityang penyusun
lakukan berbeda dengan penelitian yang dilakukaeh gleneliti-peneliti
sebelumnya dan penyusun tidak menemukan adanyditpgarg meneliti
implementasi fungsi Badan Kehormatan DPRD dalam ddd@n Kode Etik
Anggota Dewan DPRD kota Yogyakarta. Peneliti-peneatiticsumnya belum
menekankan mengenai implementasi fungsi Badan Kedtan DPRD dalam
penegakkan kode etik DPRD, khususnya DPRD kota Yogtakgal ini
menjadi penting karena sepengetahuan penyusurmbedia yang meneliti
implementasi fungsi Badan Kehormatan DPRD dalam @dem kode etik
DPRD kota Yogyakarta, sedangkan bukan tidak mungkiahwa
implementasi fungsi Badan Kehormatan DPRD masih rgiralalam

penegakkan kode etik DPRD kota Yogyakarta.
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E. Kerangka Teoritik
1. Teori Negara Hukum

Cita negara hukum pertama kali dikemukakan oledtoPpada
masa Yunani yang kemudian pemikiran tersebut digast®leh muridnya
yaitu Aristoteles?® Lahirnya konsep negara hukum Plato berawal dari
Plato melihat keadaan negaranya yang dipimpin gkg haus akan
harta, kekuasaan, dan gila kehormatan. Konsep aegakum adalah
negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagamy. Indonesia
menganut sistem hukum Eropa Kontinental. Dalaneishukum Eropa
kontinental, negara hukum dikenal dengan istitalchtstaats® Bagi
Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlatusia, melainkan
pikiran yang adil, dan kesusilaanlah yang menemtdtdaak buruknya suatu
hukum. Dalam negara hukum, keadilanlah yang menadriaian harus
terjelma di dalam negara, dan hukum berfungsi menkepada setiap

manusia apa yang sebenarnya berhak ia téfima.

Dalam konstitusi ditegaskan bahwa Negara Indonesialah

Negara Hukumréchtstaa}.!” Adapun ciri-cirirechstaatantara lain®

4 Abdul Aziz Hakim,Negara Hukum dan Demokrasi di Indonegiogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2011), him. 115.

!% Ridwan HR,Hukum Administrasi NegargJakarta: Rajawali Pers, 2010), him. 1.

18 SE Marbun dkkDimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara
(Yogyakarta: Ull Press, 2001), him. 1.

17 Jimly AsshiddigieKonstitusi & Konstitusionalisme Indonesidakarta: Sinar Grafika,
2010), him. 57.
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a. Adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang memuat
ketentuan tertulis tentang hubungan antara penglaaseakyat

b. Adanya pembagian kekuasaan negara
c. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.

Negara hukum adalah negara yang berlandaskarmaitasn dan
keadilan bagi warganya. Dengan kata lain pelaksapeaamerintahan di
Indonesia harus diatur oleh hukum agar tidak terjlelsewenang-

wenangan dalam pemerintahan.

Sudargo Gautama mengemukakan tiga ciri atau wrssur dari

Negara Hukum, yakrii

a. Terdapat pembatasan kekuatan negara terhadap mgaora
maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenangrggetiadakan
negara dibatasi oleh hukum, individu mempunyai hethadap

negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa.

b. Azas Legalitas, yaitu setiap tindakan negara hamsldsarkan
hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang sditaati juga

oleh pemerintah atau aparaturnya.

c. Pemisahan kekuasaan. Agar hak asasi benar-bemaduedi adalah

dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang mepdmadtiran

'8 Ni'matul Huda,Hukum Tata Negara Indonesiisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers,
2011), him. 74.

19 Abdul Aziz Hakim,Negara Hukum dan Demokrasi di Indonegiogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2011), him. 117-118.
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perundang-undangan melaksanakan dan mengadili harpsah

satu sama lain tidak berada dalam satu tangan.

Selain unsur-unsur ataupun ciri-ciri dari reclastgang telah
dipaparkan diatas, ada pula Freidrich Julius Syaimg mengemukakan
mengenai unsur dari negara hukurachtstaat. Menurut Stahl, unsur-

unsur negara hukumechtstaa} adalat

a. Perlindungan hak-hak asasi manusia.

b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjaakinalk
tersebut.

c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-uartjaaten

d. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Dari semua unsur-unsur ataupun ciri negara hukech{(staa}
yang telah dipaparkan di atas, terlihat jelas baimivadari negara hukum
(rechtstaa) adalah dijunjung tingginya hak asasi manusia. Hkal
menunjukan bahwa konsep rechtstaat memang seharbsnympu pada
rasa keadilan yang mana hal tersebut akan terdgtgan dijalankannya
hukum dengan sebenar-benarnya. Apabila hukum tedgaldn dengan
sebagaimana mestinya, maka hak asasi manusia kagatexjaga dengan

baik.

2 Ridwan HRHukum Administrasi NegargJakarta: Rajawali Pers, 2010), him. 3.
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2. Teori Pembagian K ekuasaan

Teori pemisahan atau pembagian kekuasaan pada yaulahir
akibat dari kekuasaan raja yang absolut di Eropat8aPada teori negara
hukum ¢echtstaa} yang telah dipaparkan sebelumnya, disebutkan dahw
salah satu cirirechtstaat adalah adanya pemisahan atau pembagian
kekuasaan untuk menjamin hak-hak manusia. Jadk asg@enting adanya
pemisahan atau pembagian kekuasaan sebenarnyh adaflayan jaminan
terhadap hak-hak asasi manusia. Ajaran pemisahan p&mbagian
kekuasaan pada awalnya dicetuskan oleh John Ldoke Locke dalam
bukunya Two Treatises on Civil Governmegaing terbit tahun 1690,

membagi kekuasaan negara atas tiga cabang kekuga#af’

a. Legislatif, kekuasaan membuat undang-undang.
b. Eksekutif, kekuasaan melaksanakan undang-undang.

c. Federatif, kekuasaan yang meliputi semua yang tigakasuk
dalam kekuasaan legislatif dan eksekutif, melipkgikuasaan
keamanan negara, urusan perang dan damai dalankdittenya
dengan hubungan luar negeri.

Montesquieu dalam bukunya Esprit des Loisyang diterbitkan
tahun 1748 Masehi mengadakan modifikasi atas gagdshn Locke.

Montesquieu juga membagi kekuasaan menjadi tiganudaberbeda

1 Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah (Pasang Subungan Kewenangan antara
DPRD dan Kepala Daerah), (Bandung: PT. ALUMNI, 2008m. 11.

22 |bid, him. 12.



19

dengan John Locke, tiga cabang kekuasaan menurotebtjuieu yang

dikenal dengatrias politicayaitu?®

a. Legislatif, kekuasaan membentuk undang-undang.
b. Eksekutif, kekuasaan melaksanakan undang-undang.

c. Yudikatif, kekuasaan yang menjalankan kekuasaan kikeba,
menjatuhkan hukuman atas kejahatan, dan yang méaber
putusan apabila terjadi perselisihan antar pargavar

Pada dasarnya pemisahan atau pembagian kekuasaarut John
Locke dan Montesquieu hampir sama. Perbedaan redg/gpada cabang
kekuasaan federatif yang dikemukakan John Lockecdbang kekuasaan

yudikatif yang dikemukakan Montesquie.

Maurice Duverger mengemukakan bahwa pengertianispban
kekuasaan hendaknya dipahami secara luas, yaigaebalah satu cara
untuk membatasi kekuasaan penguasa. Dengan memhkatassaan
dengan kekuasaan lain, maksudnya adalah untuk gemcagar para
penguasa jangan sampai menyalahgunakan kekuasaatawydertindak
sewenang-wenang dan memperdalam cengkeraman totaiteerhadap
rakyat?* Pada dasarnya pemisahan dan pembagian kekuassrditmgi

kedalam dua cara, yaift:

23 |rfan FachruddinPengawasan Peradilan administrasi Terhadap Tindakan
Pemerintah (Bandung: PT. ALUMNI, 2004), him. 139.

24 |bid, him. 142

% htp://click-gtg.blogspot.com/2008/11/teori-pemkaagkekuasaan. htnftliakses
tanggal 28 Juni 2013 pukul 16.00 WIB)
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1. Secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan mentingkatnya.
Dalam hal ini pembagian kekuasaan antara beberapgkati
pemerintahan, seperti antara pemerintah pusat depganerintah
daerah.

2. Secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan merfungsinya.
Dalam hal ini pembagian kekuasaan lebih menitikkaratpada
perbedaan antara fungsi kekuasaan legislatif, ekéelan yudikatif.

3. Teori Demokrasi

Pada dasarnya paham negara hukum tidak dapaalkpis dari
teori demokrasi. Istilah demokrasi berasal daridsahYunani yang terdiri
dari dua kata, yait@lemosyang berarti rakyat, dacratein yang berarti
memerintalf® Dengan demikian secara terminologi demokrasi mkimili
arti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, darukimakyat. Hubungan
antara negara hukum dan demokrasi tidak dapat athiggsn karena
demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangatulbedan arah,

sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilanganahak

Prinsip-prinsip demokrasi antara l&fh:
a. Perwakilan politik

Kekuasaan politik tertinggi dalam suatu negra dalard masyarakat
diputuskan oleh badan perwakilan yang dipilih melglemilihan
umum.

b. Pertanggungjawaban politik

Organ-organ pemerintahan dalam menjalankan fungssegikit
banyak tergantung secara politik yaitu kepada lgalperwakilan

%5 |bid, him. 16.
27 Ridwan HR Hukum Administrasi NegardJakarta: Rajawali Pers, 2010), him. 8.

28 | bid, him. 10.
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c. Pemencaran kewenangan

Konsentrasi kekuasaan dalam masyarakat pada safan or
pemerintahan adalah kesewang-wenangan. Oleh karama it
kewenangan badan-badan publik itu harus dipencgr&da organ-
organ yang berbeda.

d. Pengawasan dan kontrol

Penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dikontrol
e. Kejujuran dan keterbukaan pemerintahan untuk umum
f. Rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan kebarata

Dari prinsip-prinsip demokrasi yang telah dipaparkdiatas,
maka terlihat bahwa munculnya lembaga perwakilanadibelakangi oleh
teori demokrasi. Perwakilan dapat dirumuskan sebsajai konsep yang
menunjukkan hubungan antara dua orang atau lebiniyantara wakil
dengan pihak yang diwakili (terwakili), sementara ivakempunyai
sejumlah wewenang yang diperolehnya melalui kesgpakdengan pihak
yang diwakilinya. Robert Dahl melihat bahwa pemeriatahakyat dalam
skala besar (negara bangsa) hanya dapat dibentagamesistem
perwakilan sebagai bentuk pemerintahan yang deniskmemerintahan

yang berkedaulatan rakyAt.

Adanya lembaga perwakilan juga dipertegas denganyadUU
No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU2N®aBun 2004
tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintahan dadaihpienyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DRRDurut asas

otonomi dan tugas pembantuan. Dalam Pasal 40 UUriteaien daerah,

29 Dahlan ThaibKedaulatan Rakyat Negara Hukum Dan Konstjt@st. I, (Yogyakarta:
Liberty, 2000), him. 10.
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dikatakan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilamtalaerah dan
berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan peamaimdaerah. Arti
penting dari badan perwakilan adalah menjadi atridemokratisasi
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam prd&tikokrasi, badan
perwakilan sebagai lembaga legislatif memiliki pobssentral yang

biasanya tercermin dalam doktrin kedaulatan rakyat.
4. Teori Pengawasan

Kata pengawasan berasal dari kata “awas”, bempetijagaan®
Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen ittao hukum.
Namun pada umumnya kata pengawasan lebih banyakgdipkan
dalam ilmu manajemen. George R. Terry mendefinmsikistilah
pengawasan adalatControl is to determine what is accomplished,
evaluate it, and apply corrective measure, if nelette ensure result in
keeping with the plan”(Pengawasan adalah menentukan apa yang telah
dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan #brgka perlu,

memastikan hasil yang sesuai dengan rencana).

Paulus Effendi Lotulung berpendapat bahwa pengawasan
terhadap pemerintah merupakan upaya untuk menghinegadinya
kekeliruan-kekeliruan, baik sengaja maupun tidakgag@, sebagai usaha

preventif atau juga untuk memperbaikinya apabitiabuerjadi kekeliruan

%0 Ni'matul Huda,Hukum Pemerintahan DaerafBandung: Nusa Media, 2009), him.
101.

31 bid, him. 22.
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itu sebagai usaha repre$if.Dengan pengawasan tersebut maka akan
ditemukan kesalahan-kesalahan yang akhirnya kesaledsalahan
tersebut akan dapat diperbaiki dan yang terpenjamggan sampai
kesalahan tersebut terulang kemBaliPengawasan dapat bersifat

bermacam-macam, antara I3fn:

1. Bersifat politik, bilamana yang menjadi ukuran atasaran adalah

efektivitas dan atau legitimasi.

2. Bersifat yuridis (hukum), bilamana tujuannya adalaknegakan

yurisdiksitas dan atau legalitas.

3. Bersifat ekonomis, bilamana yang menjadi sasaratahdefisiensi

dan teknologi.

4. Bersifat moril dan susila, bilamana yang menjadasan atau tujuan

adalah mengetahui keadaan moralitas.

Pengawasan dapat dilakukan dengan berbagai camea fain>®

32 |bid, him. 23.

% MuchsanSistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Petakritan Peradilan
Tata Usaha NegargYogyakarta: Liberty, 2007), him. 37.

3 Ni'matul Huda,Hukum Pemerintahan DaeratBandung: Nusa Media, 2009), him.
104.

% SF Marbun dkkDimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara
(Yogyakarta: Ull Press, 2001), him. 269-272.
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1. Pengawasan intern, yaitu pengawasan yang dilakuken shtu
badan yang secara organisatoris/structural masinasak dalam

lingkungan pemerintahan sendiri.

2. Pengawasan ekstern, yaitu pengawasan yang dilakukeh
organ/lembaga secara organisatoris/structural beralil luar

Pemerintah (dalam arti eksekutif).

3. Pengawasan preventif, yaitu pengawasan yang dilakakaelum

dikeluarkannya suatu keputusan/ketetapan pemerintah

4. Pengawasan represif, yaitu pengawasan yang dilakskandah
dikeluarkannya keputusan/ketetapan Pemerintahnggsi bersifat

korektif dan memulihkan suatu tindakan yang keliru.

Pengawasan merupakan salah satu prinsip demoBelain itu
pengawasan juga merupakan salah satu fungsi DPRBgaelsuatu
lembaga perwakilan. Pengawasan diperlukan untuk memiisir
terjadinya kesewenang-wenangan oleh pemerintah. agaperwakilan
rakyat diberikan kewenangan untuk melakukan kortediadap jalannya
pemerintahan di daerah. Secara rinci fungsi-fungsentrol atau
pengawasan oleh parlemen sebagai lembaga perwalkilamat antara

lain:3®

% Jimly AsshiddigiePengantar lImu Hukum Tata Negardakarta: Rajawali Pers,
2011), him. 302.



25

a. Pengawasan terhadap penentuan kebijakan

b. Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan

c. Pengawasan terhadap penganggaran dan belanja negara
d. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan belgaja
e. Pengawasan terhadap kinerja pemerintahan

f. Pengawasan terhadap pengangkatan pejabat publikn dadatuk
persetujuan atau penolakan, ataupun dalam bentukbgr&an
pertimbangan oleh DPR

Pada dasarnya fungsi pengawasan harus diutamakemakaakil
rakyat merupakan juru bicara rakyat untuk menyusmakspirasi rakyat.
Parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat meruapakaah dimana
kepentingan dan aspirasi rakyat harus diperdengadka diperjuangkan
untuk membuat kebijakan-kebijakan oleh pemerintalar akebijakan-
kebijakan tersebut sesuai dengan aspirasi rakyat wgpat untuk

kepentingan rakyat.

DPRD sebagai lembaga perwakilan daerah memiliki ung
legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggarabadgai lembaga
legislasi yang para anggotanya dipilih melalui nmdme Pemilihan
Umum, keberadaannya sangat penting untuk mendoesaigtiinya suatu
pemerintahan daerah yang bersih. Etika merupakiah satu instrumen
penting dalam penegakan aturan-aturan hukum. Staeddaku sebagai
dasar pengawasan dari Badan Kehormatan, maka DPRpbdiavauntuk

menyusun kode etik guna menjaga martabat dan ket@nnanggota
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DPRD dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Kakepaling

tidak harus meliputt’

a. Pengertian kode etik
b. Tujuan kode etik

c. Pengaturan sikap, tata Kkerja, tata hubungan antpasa
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan antartar@B&D dan
pihak lainnya

d. Hal yang baik dan sepantasnya dilakukan oleh andy@RD
e. Etika dalam penyampaian pendapat, tanggapan, jawsdaggahan

f. Sanksi dan rehabilitasi

5. Metode Penditian

Dalam penyusunan karya ilmiah ini, penyusun mendggaumanetode

penelitian sebagai berikut:
1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitgargan field
research), dalam hal ini data atau sumber yang diperolekumeber dari
Badan Kehormatan DPRD kota Yogyakarta sebagai datmeipr
Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-bukuartg Badan

Kehormatan, Kode etik, dan DPRD serta peraturanip@mayang terkait.

37 Suriansyah MurhanAspek Hukum Pengawasan Pemerintah Dagf#hgyakarta:
Laksbang Mediatama, 2008), him. 81.
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2. Sifat penelitian

Penelitian bersifat deskriptif-analisis yaitu mengelola dan
mendeskripsikan data yang dikaji secara sistenmagsnahami sekaligus
menganalisa data tersebut. Setelah data terkumpaka kemudian
penyusun mendiskripsikan terlebih dahulu mengemragalmana kinerja
Badan Kehormatan di DPRD Kota Yogyakarta, dan dikkan dengan

menganalisis hasil diskripsi tersebut.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek penelitian: Anggota DPRD Kota Yogyakarta

b. Objek penelitian: Kode Etik DPRD kota Yogyakarta

4. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatamidis
Normatif, yaitu penelitian ini berdasar dari peraturan peamgdundangan
sebagai norma hukum positif yang menjadi dasar petmkan BK dan

yang berkaitan dengan fungsi BK.

5. Metode Pengumpulan data

Penelitian ini merupakan penelitiarfield research dan
menggunakan metode penelitian kualitatif maka dalemgumpulan

datanya menggunakan metode observasi dan wawancara.
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a. Observasi adalah metode pengumpulan data melalgap®atan
langsung atau peninjauan secara cermat dan langlulagangan
atau lokasi penelitian. Dalam hal ini, penyusun guejungi DPRD

Kota Yogyakarta.

b. Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkda f#atu
masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jéisai dimana dua
orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik.yuBen
mengadakan wawancara dengan para pihak yang berkkstagan
masalah penelitian yaitu anggota Badan KehormaBRD Kota

Yogyakarta sehingga mendapat data yang diperlukan.

6. Analisis data

Dalam analisa data ini, penulis menggunakan neetteskriptif
kualitatif, yaitu suatu cara menarik kesimpulan dengan mekaver
gambaran atau menjabarkan terhadap data yang teflalmpul dalam
bentuk uraian kalimat sehingga pada akhirnya dagatghantarkan pada
kesimpulan. Penyusun menggunakan metode deduéttf) gnalisis data
dari yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulgang bersifat

khusus.
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7. Sumber data

a. Sumber data primer: data yang diperolah dari sunddapangan
sebagai hasil wawancara yaitu wawancara dengan An@gpatan

Kehormatan DPRD Kota Yogyakarta.

b. Sumber data sekunder: data yang diperoleh tidagstarg dari
sumber aslinya yang diperoleh baru studi kepustakaan

dokumentasi, yaitu:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat

meliputi:

a. Undang-Undang Dasar 1945

b. UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU

No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

c. UU No 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan

DPRD

d. PP No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata

Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerabh.

e. Peraturan DPRD Kota Yogyakarta Nomor 01 Tahun 2010

tentang Tata Tertib
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f. Peraturan DPRD Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010

tentang Kode Etik

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang
memberikan penjelasan mengenai bahan hukum prgeperti
buku-buku, literatur, dan tulisan-tulisan yang laétdkn dengan

pokok masalah penelitian.

3) Bahan hukum tertier, yakni bahan hukum yang meikdoer
petunjuk maupun menjelaskan terhadap bahan bukiepdan

sekunder, yakni kamus, diantaranya:

a. Kamus Hukum
b. Kamus Besar Bahasa Indonesia

c. Kamus Bahasa Inggris.

Sistematika Pembahasan

Melalui metode penelitian tersebut di atas, makakumempermudah
pembahasan dalam penelitian ini penyusun telah membistematika

pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar
belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegurtalaah pustaka,

kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistekagiiembahasan.

Bab kedua membahas tinjauan umum mengenai sistem parlemen

dan pengawasan di Indonesia pasca amandemen UUD a84d5meliputi
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pengertian dan fungsi parlemen, parlemen di indangasca amandemen
UUD 1945, pengertian dan fungsi pengawasan, serta, etiéral, dan kode

etik.

Babketiga membahas kerangka teoritik mengenai Badan Keltarma
Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah Kota Yogyakartg galiputi
struktur keanggotaan, tugas dan wewenang, kasus-kasg terjadi periode

2009-2014 dan perbandingan dengan kasus yangitegadde 2004-2009.

Bab keempat membahas mengenai implementasi fungsi Badan
Kehormatan DPRD Kota Yogyakarta dalam penegakkan kt#éeanggota
DPRD priode 2009-2014, kendala Badan Kehormatanndateenjalankan
tugasnya serta upaya yang dilakukan BK dalam melagiiakendalan

tersebut.

Babkelimg yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran.
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utusan-utusan dari daerah dan golongan-gologan. mBRipakan hasil
pemilu tahun 1955. Sebelum amandemen UUD 1945, MPRipakan
lembaga tertinggi negara. Namun setelah amandeliéR, ditempatkan
pada posisi sebagai lembaga tinggi negara yandadidga merupakan
anggota DPR dan DPD.

Gagasan pembentukan DPD berawal dari anggapamgreyd
keberadaan perwakilan daerah di parlemen. DPD meanpakusan
daerah yang dalam konstitusi bersanding dengan [HRR.tersebut
diperkuat dengan Pasal 2 UUD 1945 dimana MPR tead#s anggota
DPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daaralgolongan-
golongan, menurut aturan yang ditetapkan denganangidndang.
Mengenai susunan kedudukan MPR, DPR, dan DPD meswaih diatur
dalam UUD 1945. Namun disamping itu keberadaan MPR,, @BRDPD
diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 27 Tah00892tentang
MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

DPRD merupakan bentuk lembaga perwakilan rakyatigmen)
daerah (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia yaededudukan sebagai
unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah bersamgard pemerintah
daerah. DPRD merupakan esensi dari Pasal 18 UUD 19d5.sejak
diberlakukannya UU No.32 Tahun 2004 Jo. UU No 12 TaBQa8,
DPRD menjadi mitra kepala daerah dalam menjalankanepetahan

daerah. Susunan dan kedudukan parlemen di Indoy&isiaMPR, DPR,
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DPD, dan DPRD saat ini diatur dalam UU No. 27 Tahun 2@0%ihg
MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
2. Pengertian dan Fungs Parlemen

Parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat merupalatu $adan
yang anggotanya merupakan wakil dari partai dalaasyarakat yang
dipilih melalui pemilihan umum atau Pemilu. Parlemdalam istilah
teknis biasanya disebut dengan istillEgislature yang kurang lebih
artinya adalah badan pembuat undang-undang atan loiathm mana para
pembuat undang-undangledislator) bekerja. Akan tetapi pada
kenyataannya parlemen tidak selalu berarti sepenty disebutkan diatas.
Sudah menjadi kelaziman bahwa badan-badan politiard parlemen
bahkan lebih berperan dalam pembuatan undang-uritlang

Fungsi badan perwakilan atau parlemen pada mulboianlah
sebagai badan pembuat undang-unddegislature), akan tetapi lebih
merupakan media komunikasi antara raja dengan jpetiaggi gereja.
Sesuai dengan tujuan pembentukan parlemen makarianfgsi untuk
membahas atau mendiskusikan persoalan-persoalaggdman. Stuart
Mill dan Walter Bagehot bahan dengan tegas mendifam fungsi
parlemen terutama sebagai institusi pemerintahatefnggas menanggapi

keluhan-keluhan dari raky&t.

%9 Bambang CiptoDewan Perwakilan Rakyat Dalam Era Pemerintahan Modern-
Industrial, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1995), him. 5.

4% 1pid, him. 9.



35

Sejak dulu, lembaga parlemen atau lembaga pemvakiiasa
dibedakan dalam tiga fungsi, yaitu fungsi legisldsngsi pengawasan,
dan fungsi anggardh. Namun saat ini perlemen sebagai lembaga
perwakilan rakyat memiliki beberapa fungsi,antaima la
1. Fungsi pengaturan (Legislasi)

Kewenangan untuk menetapkan peraturan diberikaadeep
lembaga perwakilan rakyat atau parlemen atau lemlegigatif yang
memang sebagai cabang kekuasaan yang paling menkamm
kedaulatan rakyat karena wakil rakyat dipilih lamgs oleh rakyat.
Ada tiga hal penting yang harus diatur oleh para Mrakyat melalui
parlemen, yaitu pengaturan yang dapat mengurandgi tan
kebebasan warga negara, pengaturan yang dapat nembebta
kekayaan warga negara, dan pengaturan mengenaielparan-
pengeluaran olehn penyelenggara negara. Fungsiajpgag atau
legislasi merupakan fungsi pertama dari lembagavadelan rakyat
atau parlemen. Hal ini karena fungsi pengaturawurd dalam
fungsi pembentukan undang-undang. Fungsi legislggga
menyangkut empat bentuk kegiatan, y&ftu:

1) Prakarsa pembuatan undang-undang

2) Pembahasan rancangan undang-undang
3) Persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang

41 Jimly Asshiddigie Pengantar [Imu Hukum Tata Negara, (Jakarta: Rajawali Pers,
2012), him. 300.

“2pid.
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4) Pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikas perjanjian
atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumetum
yang mengikat lainnya.

2. Fungsi pengawasan

Pengaturan yang dapat mengurangi hak dan kebebasga
negara, pengaturan yang dapat membebani harta dakawarga
negara, dan pengaturan-pengaturan mengenai peragelua
pengeluaran oleh penyelenggara negara perlu diddorttengan
sebaik-baiknya oleh rakyat sendiri melalui wakilyatk Jika hal-hal
tersebut tidak dikontrol oleh rakyat melalui wakilkilarakyat yang
ada di parlemen, maka dapat terjadi kesewenang-wandekuasaan
yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu kgabperwakilan
rakyat diberikan kewenangan untuk melakukan komtathm tiga hal

tersebut, yaitu kontrol atas pemerintahan, kordtals pengeluaran,

dan kontrol atas pemungutan pajak.

Fungsi-fungsi kontrol atau pengawasan oleh parlemen

sebagai lembaga perwakilan rakyat dapat pula dilzedaienjadf

Pengawasan terhadap penentuan kebijakan

Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan

Pengawasan terhadap penganggaran dan belanja negara
Pengawasan terhadap pelaksaan anggaran dan b&lgaja n
Pengawasan terhadap kinerja pemerintahan

Pengawasan terhadap pengangkatan pejabat publik dhelatuk
persetujuan atau penolakan, ataupun dalam bentobey@n
pertimbangan oleh DPR

~PQo0 T

Parlemen haruslah terlibat dalam mengawasi proses

perumusan dan penentuan kebijakan pemerintaham, kedpjakan

“31pid, him. 302.
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pemerintahan tidak bertentangan dengan undang-gngamg telah
mendapat persetujuan bersama oleh parlemen bersimgan

pemerintah.

. Fungsi Anggaran

Kegiatan penganggaran dan pelaksanaan APBN ataupun
APBD oleh pemerintah juga memerlukan kontrol sebaikgkin oleh
lembaga perwakilan rakyat agar tidak terjadi perhglaaan
wewenang. Hal tersebut membuat fungsi anggaran s#egkaitan
erat dengan fungsi pengawasan. Tak hanya itu, flarggiaran juga
berkaitan erat dengan fungsi legislasi. Fungsislagi menetapkan
kebijakan yang harus dijadikan pegangan dalam @eman program
dan anggaran. Sedangkan fungsi pengawasan bertmdagawasi
kualitas pelaksanaannya. Fungsi anggaran meruph&bhal yang
berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan dalam begmogeam-
program kerja pemerintah dan pembangunan dalamahggaran
(budgeting).

. Fungsi Perwakilan (Representasi)

Pada dasarnya fungsi parlemen yang paling pokaitahd
fungsi perwakilan itu sendiri karena lembaga penaak tanpa
representasi tentulah tidak bermakna sama seladar§ substansial,
keterwakilan rakyat dapat dikatakan tersalur keki&pentingan nilai,
aspirasi, dan pendapat rakyat yang diwakili benaabetelah

diperjuangkan oleh wakil rakyat dan berhasil menjaagian dari
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kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga perwakilakyata yang
bersangkutan atau setidaknya aspirasi rakyat Hesvaar
diperjuangkan sehingga mempengaruhi perumusan akeahij yang
ditetapkan oleh parlemen. Terdapat 3 (tiga) sigtemwakilan yang
ada dalam negara demokrasi, yéftu:
1. Sistem perwakilan politik

Sistem perwakilan politik menghasilkan wakil-wakillig.
2. Sistem perwakilan teritorial

Sistem perwakilan teritorial menghasilkan wakil-walaerah
3. Sistem perwakilan fungsional

Sistem perwakilan fungsional menghasilkan wakil-wgkiongan

fungsional.

5. Fungsi Deliberatif dan Resolusi Konflik
Menurut Friedrich, fungsi parlemen yang pokokfjustdalah

fungsi representatif dan deliberdfifDalam setiap pembuatan aturan,
selalu dilakukan pembahasan baik antaranggota mauwj@ngan
perwakilan pemerintah. Perdebatan yang terjadiadird parlemen
adalah cermin dari perdebatan publik atas suatualatas Agar
masyarakat terlibat dalam proses perdebatan tedrseimaka

diperlukan keterbukaan parlemen serta adanya ipadianasyarakat.

“1bid, him. 305.

*51pid, him. 306.



39

Perdebatan dalam parlemen dapat dilihat sebagaiaupengelola

konflik guna mendapatkan penyelesaian yang tepatidpat diterima

oleh semua pihak.

3. Parlemen Di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945
Sebelum amandemen UUD 1945 Indonesia menganutmsiste

parlemen @nicameral) yaitu sistem parlemen satu kamar dimana dengan
menempatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)gseélsupremasi
yang memegang penuh kedaulatan rakyat. Setelahdemam UUD 1945,
MPR tidak lagi berada dalam posisi sebagai lembiaginggi negar&®
Amandemen UUD 1945 menempatkan MPR sebagai lembagagi tin
negara yang keanggotaannya meliputi DPR dan DPD.dpenal tersebut
maka lembaga parlemen di Indonesia berubah mesigsm bicameral)
yaitu sistem parlemen dua kamar dimana kedua k#ersebut yaitu DPR
dan DPD. Di bawah ini merupakan parlemen yang adaddinesia yang
keberadaannya diatur dalam UU No. 27 Tahun 2009rtgri#PR, DPR,
DPD, dan DPRD.
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya bahwausebel
amanden UUD 1945 MPR merupakan lembaga tertinggiraggag
membawahi beberapa lembaga tinggi negara. Namuelalset
amandemen UUD 1945, MPR tidak lagi berkedudukan sebag

lembaga tertinggi negara dan pemegang kedaulakyatréertinggi.

46 Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukukm Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen
UUD 1945, (Jakarta: Kencana, 2010), him. 185.
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Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa Majelis Permusiatan Rakyat
terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan aitagDewan

Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan utmuMPR

merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang hehilean

sebagai lembaga negara. MPR mempunyai tugas dan naege
antara lairt"’

a. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden hasil ifbesm
umum;

c. Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presidevathu
Wakil Presiden dalam masa jabatannya, setelah Madika
Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau \Waksiden
terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkiéan
terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pibdaret lainnya,
atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwaderesian/atau
Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagaisiBen
dan/atau Wakil Presiden;

d. Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabilaskien
mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapatakukan
kewajibannya dalam masa jawabannya;

e. Memilih Wakil Presiden dari 2 (dua) calon yang dikan oleh
Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakdsien
dalam masa jabatannya;

f.  Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila kedaangngkat,
berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakldeamajibannya
dalam masa jabatannya secara bersamaan, dari Rp@sengan
calon presiden dan wakil presiden yang diusulkaeh gbartai
politik atau gabungan partai politik yang pasangalon Presiden
dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak partdan
kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai bienalasa
jabatannya.

4" pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 terv##g, DPR, DPR, dan DPRD.
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2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Sebelum amandemen UUD 1945, sistem ketatanegaraan
Indonesia menempatkan MPR sebagai lembaga negtarade yang
dibawahnya terdapat lima lembaga negara yang bedk&dn sebagai
lembaga tinggi termasuk didalamnya yaitu DBRSaat itu DPR
merupakan lembaga perwakilan rakyat yang kuat daardiasa dapat
mengawasi tindakan-tindakan presiden. Bahkan, jika R DP
menganggap bahwa presiden sungguh melanggar halagara yang
telah ditetapkan oleh UUD 1945 atau oleh MPR, mak& DBpat
mengundang MPR untuk menyelenggarakan sidang isamguna
meminta pertanggungjawaban presiden. Namun setelamdemen
UUD 1945, DPR mengalami perubahan. Fungsi legislasig yan
sebelumnya berada ditangan presiden, setelah amanddUD 1945
fungsi legislasi berpindah ke DPR.

DPR terdiri atas anggota partai politik peserta ipeam
umum yang dipilih melalui pemilihan umum. DPR metkga
lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebbmabaga
negara, yang memiliki fungsi antara lain:

a. Fungsi legislasi, yaitu fungsi untuk membentuk urgdandang
yang dibahas dengan presiden untuk mendapat peisetu

bersama.

8 Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen
UUD 1945, (Jakarta: Kencana, 2010), him. 191.
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Fungsi anggaran, yaitu fungsi untuk menyusun danetapkan
anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) bersama
presiden dengan memerhatikan pertimbangan DPD.

Fungsi pengawasan, yaitu fungsi melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan UUD RI 1945, undang-undang, dan
peraturan pelaksanaannya.

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa

amandemen UUD 1945 telah menempatkan DPR sebagaademb

legislasi yang sebelumnya berada ditangan presidiemgan demikian

DPR memiliki fungsi politik yang sangat strategisity sebagai

lembaga penentu arah kebijakan kenegaraan. DPR meaipugas

dan wewenang’

a.

b.

Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Pnesidek
mendapat persetujuan bersama;

Memberikan persetujuan atau tidak memberikan pgrest
terhadap peraturan pemerintah pengganti undangignglang
diajukan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang;

Menerima rancangan undang-undang yang diajukan DD
berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusatddarah,
pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonom
lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangaarigan pusat
dan daerabh;

Membahas rancangan undang-undang sebagaimana didnaks
dalam huruf ¢ bersama Presiden dan DPD sebelum diambi
persetujuan bersama antara DPR dan Presiden;

Membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh
Presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomialiaer
hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemedeta
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya atasuthber
daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangasatpdan

9 pasal 71 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 ter##ig, DPR, DPR, dan

DPRD.
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daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil
persetujuan bersama antara DPR dan Presiden;

Memerhatikan pertimbangan DPD atas rancangan unaizchaag
yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;

. Membahas bersama Presiden dengan memerhatikamipengan
DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan woahaiagg
tentang APBN yang diajukan oleh Presiden;

. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan unddaggqin
dan APBN;

Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang
disampaikan oleh DPD terhadap pelaksanaan undangwnda
mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, da
penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerajelgaan
sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,
pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;

Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk makemat
perang, membuat perdamaian dan perjanjian denggaranéain,
serta membuat perjanjian internasional lainnya yang
menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagidkpbn
rakyat yang terkait dengan beban keuangan negaméatda
mengharuskan perubahan dan pembentukan undanggindan

. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam penbe
amnesti dan abolisi

Memberikan pertimbangan kepada presiden dalam hal
mengangkat duta besar dan menerima penempatanbdssa
negara lain;

. Memilih anggota BPK dengan memerhatikan pertimbargfD;

. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang
disampaikan oleh BPK;

. Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pekagangdan
pemberhentian anggota Komisi Yudisial;

. Memberikab persetujuan calon hakim agung yang tkasu
Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim aguwsieh
Presiden;

. Memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi dan mendannya
kepada Presiden untuk diresmikan dengan keputussiden;
Memberikan persetujuan terhadapp pemindahtanganset a
negara yang menjadi kewenanangannya berdasarkantuke
peraturan perundang-undangan dan terhadap penagpag
berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan ralemg yerkait
dengan beban keuangan negara;

. Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindakianjut
aspirasi rakyat;

Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatleinda
undang-undang.
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3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Tujuan dari amandemen UUD 1945 adalah untuk
menciptakan fungsicheck and balances dalam ketatanegaraan
Indonesia agar kekuasaan tidak bertumpu pada gatitusi saja.
Amandemen UUD 1945 telah memberikan dampak yang bes@r p
sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama padaadgsiembaga
negara?

Setelah amandemen UUD 1945, ada lembaga negatpa yan
mendapat proporsi baru yaitu dengan bertambahmyeri@gannya
dalam konstitusi. Ada pula lembaga negara yanguyuserkurang
kewenangannya karena kewenangan tersebut telahikdibepada
lembaga negara lainnya. Lembaga perwakilan rakyatasuk yang
paling tampak mengalami perubahan dan penataaobdtern pada
lembaga perwakilan rakyat diantaranya adalah benyaatsistem
parlemen unicameral menjadi sistem bicameral yatahtmerubah
kedudukan MPR yang semula menjadi lembaga tertinggara yang
memegang kedaulatan rakyat tertinggi menjadi lembeggara yang
keanggotaannya terdiri atas anggota-anggota DPRDRID yang
kesemuanya dipilih melalui pemilihan umdm.

Pembentukan  Dewan  Perwakilan Rakyat (DPD),

dimaksudkan agar mekanisnoheck and balances dapat berjalan

50 Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen
UUD 1945, (Jakarta: Kencana, 2010), him. 196.

51 bid.
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relatif seimbang, terutama yang berkaitan dengdmjaéean di pusat
dan kebijakan di daerah. Menurut Ramlan Surbdktieberapa
pertimbangan Indonesia membentuk DPD karena distrgenduduk
Indonesia menurut wilayah sangat timpang dan tedampesar
terkonsentrasi di Pulau Jawa, dan sejarah Indonesiaunjukkan
aspirasi kedaerahan sangat nyata dan mempunyai taseriil yang
sangat kuat, yaitu adanya pluralisme daerah otoseperti daerah
istimewa dan daerah khusus.

DPD terdiri atas wakil daerah provinsi yang dipifitelalui
pemilihan umum. DPD merupakan lembaga perwakilanatiagang
berkedudukan sebagai lembaga negara. DPD mempunggsifu
antara lairt>

a. Pengajuan usul kepada DPR mengenai rancangan unoddagg
yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungant plesa
daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabdagah,
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonom
lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangaarigan pusat
dan daerah

b. lkut dalam pembahasan rancangan undang-undandogakajitan
dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,
pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerae|qglaan
sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainrg@da s
perimbangan keuangan pusat dan daerah

c. Pemberian pertimbangan kepada DPR atas rancangamgind
undang tentang anggaran pendapatan dan belanjaandga
rancangan undang-undang yang berkaitan dengan ,pajak
pendidikan, dan agama

d. Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mentgeanio
daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungaahdae

52 |bid, him 196.

%3 pasal 223 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tgi¢#R, DPR, DPR, dan
DPRD.
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hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumberatiyadan
sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak
pendidikan, dan agama.

Selain mempunyai fungsi, DPD juga mempunyai tugas da

wewenang, yaitd®*

a. Dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-ulydaigg
berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusatddarah,
pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonom
lainnya,serta yang berkaitan dengan perimbangaangun pusat
dan daerah

b. Ikut membahas bersama DPR dan Presiden rancangamgind
undang yang berkaitan dengan hal sebagaimana dichalkdam
huruf a diatas

c. lkut membahas bersama DPR dan Presiden rancangamgind
undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR, yamigaitan
dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf ssdiata

d. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangiangn
undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang
berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama

e. Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan unadaggu
mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, da
penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerajelgiaan
sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,
pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama

f. Menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaannginda
undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, peameldan
penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerajelgaan
sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,
pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama kepR&a
sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti

g. Menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negaiaB&at
sebagai bahan membuat pertimbangan kepada DPR dgentan
rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN

h. Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihggata
BPK

i. Ikut serta dalam penyusunan program legislasi nasigang
berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusatddarah,
pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonom

54 |bid, Pasal 224.
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lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuapgsat dan
daerah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Esensi pasal 18 UUD 1945, yaitu diamanatkan bahwaldae
daerah yang bersifat otonom diadakan atau dibdyadin perwakilan
daerah, karena di daerah pun pemerintahan akaarogéngada asas
permusyawaratalt. Arti penting dari badan perwakilan adalah
menjadi atribut demokratisasi penyelenggaraan petaban daerah.
Maka di daerah dibentuklah Dewan Perwakilan Rakyatrdbae
(DPRD). DPRD adalah bentuk lembaga perwakilan rakyatatidi
Indonesia yang berkedudukan sebagai unsur penyslean
pemerintah daerah. DPRD memiliki fungsi legislasiggaran, dan
pengawasan. Secara rinci DPRD memiliki tugas dan wamgen
sebagai berikut®
a. Membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daeraik u

mendapat persetujuan bersama;

b. Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD
bersama dengan kepala daerah;

c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan paada,
peraturan perundang-undangan lainnya, peraturaal&kelaerah,
APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan
program pembangunan daerah, dan kerjasama intemahsili
daerabh;

d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala
daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden mel&hgnteri

Dalam Negeri bagi DPRD Provinsi, dan kepada Menteraibal
Negeri, melalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten/Kota;

%5 Siswanto Sunarndjukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika,
2012), him. 65.

%6 |bid, him. 67.
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®

Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekugmn

jabatan wakil kepala daerah;

f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerin
daerah terhadap rencana perjanjian internasiortetah;

g. Memberikan  persetujuan terhadap rencana kerjasama
internasional yang dilakukan oleh pemerintah dgerah

h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kejzadeah
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

i. Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerabh;

j- Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam
penyelenggaraan pemilihan kepala daerah; dan

k. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasataedaerah

dan dengan pihak ketiga yang membenbani masyarddsat

daerah.

Selain mempunyai tugas dan wewenang, DPRD juga
mempunyai hak vyaitu hak interpelasi, hak angketn daak

menyatakan pendapat.

Dalam susunan dan kedudukan parlemen di Indon@&sdan
Kehormatan berkedudukan sebagai alat kelengkapam gidventuk guna
menegakan kode etik. Disamping itu Badan Kehormatik & MPR,
DPR, DPD maupun DPRD, dibentuk untuk mengakomodir @spir
masyarakat ataupun lembaga terkait kinerja dankaimglaku anggota
dewan. Secara umum mengenai BK telah diatur dalanNb\82 Tahun
2004 Jo. UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintateerdd dan UU
No. 27 Tahun 2009. Namun secara umum BK telah ddlam tata tertib

dan kode etik masing-masing parlemen.
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B. Sistem Pengawasan

1. Pengertian, fungsi, dan macam-macam pengawasan

Kata pengawasan berasal dari kata “awas”, be'@atijagaan®’

Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen ittao hukum.
Namun pada umumnya kata pengawasan lebih banyakgdipkan
dalam ilmu manajemen. Muchsan berpendapat bahwaapeaisgn adalah
kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugasaséeafacto, sedangkan
tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokieathdgegiatan yang
dilaksanakan telah sesuai dengan tolok ukur yargh telitetapkan
sebelumnya (dalam hal ini berwujud suatu renqahaay.>®

Sedangkan pengawasan terhadap pemerintah menamtusP
Effendie Lotulung adalah upaya untuk menghindajatiénya kekeliruan-
kekeliruan, baik disengaja maupun tidak disengaabagai usaha
preventif, atau juga untuk memperbaikinya apabiladad terjadi
kekeliruan itu, sebagai usaha repredif.

Menurut Prayudi, pengawasan adalah proses kegiatfiatan

yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksamatau

101.

57 Ni’matul Huda,Hukum Pemerintahan Daerah, (Bandung: Nusa Media, 2009), him.

%8 |rfan FachruddinPengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan

Pemerintah, (Bandung: P.T. ALUMNI, 2004), him. 89.

%9 |bid, him. 90.
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diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaienactinakan, atau

diperintahkar?’ Pengawasan dapat bersifat antara lain:

1. Politik, apabila yang menjadi ukuran atau sasadalah efektivitas
dan atau legitimasi

2. Yuridis (hukum), apabila tujuannya adalah menegakkaisdiksitas
dan atau legalitas

3. Ekonomis, apabila yang menjadi sasaran adalah ees$isi dan
teknologi

4. Moril dan susila, apabila yang menjadi sasaran atiguan adalah

mengetahui keadaan moralitas
Pengawasan dapat dilakukan dengan berbagai caaea &in®

1. Pengawasan intern, yaitu pengawasan yang dilakuk&nsatu badan
yang secara organisatoris/structural masih termdalam lingkungan

pemerintahan sendiri.

2. Pengawasan ekstern, vyaitu pengawasan yang dilakukeh o
organ/lembaga secara organisatoris/structural beradi luar

Pemerintah (dalam arti eksekutif).

3. Pengawas preventif, yaitu pengawasan yang dilakukerelsm

dikeluarkannya suatu keputusan/ketetapan pemerintah

%9 Ni'matul Huda,Hukum Pemerintahan Daerah, (Bandung: Nusa Media, 2009), him.
104.

®1 SF Marbun dkkDimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara,
(Yogyakarta: Ull Press, 2001), him. 269-272.
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4. Pengawasan represif, yaitu pengawasan yang dilakgesudah
dikeluarkannya keputusan/ketetapan Pemerintah,ngghi bersifat

korektif dan memulihkan suatu tindakan yang keliru.

2. Pengawasan Dalam Penyelenggar aan Pemerintahan Daerah

Negara Indonesia adalah negara hukum, oleh k#itepamerintah
harus menjalankan tugas dan wewenang berdasarksaoratang-undang
atau peraturan-peraturan yang berlaku. Segala keknadan wewenang
haruslah dijalankan dengan benar sesuai dengatugm@rayang berlaku
agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dari peraériftemerintahan di
Indonesia tidak hanya ada di pusat, namun jugadadiaerah. Untuk
menjaga agar pemerintah tidak sewenang-wenang dalamjalankan
kekuasaannya dan menaati undang-undang atau perg@raturan yang
berlaku, maka dibutuhkan suatu pengawasan. Pengavealsdath suatu
keharusan yang dilakukan terhadap penyelenggaraarerintahan, baik
pemerintah pusat maupun daerah demi terwujudnytu saemerintahan
yang baik.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahah desgakan
proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin ggenerintah daerah
berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan i@eraperundang-
undangan yang berlakl.Mengenai pengawasan atas penyelenggaraan

pemerintahan daerah diatur dalam Permendagri Nl 2007 tentang

82 http: //www. ut.ac.id/html /supl emen/i pemd425/Pengawasan. htm (diakses pada tanggal
18 Juni 2013 pukul 02.00 WIB)
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Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas PenyelenggarazerirRghan

Daerah. Dalam Pasal 1 Permendagri tersebut dikatztama pengawasan
atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalséspkegiatan yang
ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan daeratjalan secara
efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan tketenperaturan
perundang-undangan. Pengawasan yang dilaksanakdn palmerintah
terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerinteratama terhadap
peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. D#lamNo. 32 tahun
2004 Jo. UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahanabalitegaskan
bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintalesah dgang
dilaksanakan oleh pemerintah meliputi:

a. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahaaedihd
Pengawasan ini dilaksanakan oleh aparat pengawasn inte
pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-uemgang

b. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan perategaia k
daerah.

Dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemarintierah,
sanksi akan diberikan oleh Pemerintah apabila dikam adanya
penyimpangan dan pelanggaran oleh penyelenggararimaman daerah

tersebut.

Di DPRD, pengawasan internal dilakukan oleh Badamokeatan
agar tata tertib dan kode etik DPRD dapat ditegakB& merupakan alat

kelengkapan struktural DPRD yang bersifat tetap ydibgntuk untuk
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menjaga agar tidak terjadi kesewenang-wenangan gdagukan oleh
anggota dewan. Hal ini untuk menjaga martabat daorkeatan anggota
DPRD dan menjaga citra DPRD yang merupakan lembagaakian

rakyat dimana para wakil sepatutnya menjaga namla debagai wakil
rakyat yang diharapkan dapat menyalurkan aspiragiyat dalam

pemerintahan.

C. Etika, Moral, dan Kode Etik

1.

Pengertian etika, moral, dan kode etik

Etika berasal dari bahasa Yunattios, yang berarti kebiasa&h.
Sementara menurut Surahwardi K. Lubis, dalam istilatin, ethos atau
ethikos selalu disebut dengan mos, sehingga dakagen tersebut
lahirlah kata moralitas atau yang sering diistilnkdengan perkataan
moral. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatdledwa etika
adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yandka tentang hak dan
kewajiban moral (akhlak). Dengan mengikuti penjetadari Kamus Besar
Bahasa Indonesia, K. Bertens menyatdKagtika dapat dibedakan dalam
tiga arti, yaitu:
1. Etika dalam arti nilai-nilai dan norma-norma yangmadi pegangan

bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatilakunya.

Misalnya etika orang Jawa.

him. 13.

& Abdulkadir MuhammadEtika Profesi Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006),

541 bid.
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2. Etika dalam arti kumpulan asas atau nilai morahgydimaksud disini
adalah kode etik suatu profesi.

3. Etika sebagai ilmu tentang yang baik dan yang hwakg dimaksud
disini sama dengan filsafat moral.

Etika sering juga disebut sebagai filsafat moRdlam Kamus
Besar Bahasa Indonesia, kata “moral” memiliki ¢}iajaran tentang baik
buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikepajiban, akhlak,
budi pekerti, susila; (2) kondisi mental yang meatborang tetap berani,
bersemangat, bergairah, berdisiplin, isi hati &eadaan perasaan. Dari
pengertian-pengertian moral tersebut, dapat didikapu bahwa pada
prinsipnya moral merupakan alat penuntun, pedons&kaligus alat
kontrol yang paling ampuh dalam mengarahkan kelaidupanusia.

Etika dan moral berkaitan dengan adanya kode &bkle etik
merupakan norma dan asas yang diterima oleh kelorgptentu sebagai
landasan tingkah lakii.Kode etik merupakan suatu bentuk aturan tertulis
yang secara sistematik sengaja dibuat berdasankasipgprinsip moral
yang ada dan pada saat dibutuhkan dapat difungsidaagai alat untuk
menghakimi segala macam tindakan yang secara umumiaid
menyimpang dari kode etik terseBBitkode etik juga dapat diartikan

sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedomadaddisn melakukan suatu

% http://kamusbahasaindonesia.org/kode%20etik (dmtanggal 22 Mei 2013 pukul
16.02 WIB).

% http: //lisagir gis.bl ogspot.com/2012/04/pengertian-kode-etik.html (diakses tanggal 22
Mei 2013 pukul 16.15 WIB).
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kegiatan yang mana kode etik tersebut merupakaa giniran atau tata
cara sebagai pedoman berperil&ku.
2. Fungs Kode Etik dan Penegakkannya
Kode etik merupakan hal yang penting didalam tsueijanisasi
atau lembaga. Kode etik mempunyai fungsi antare’fai
a. Sebagai sarana kontrol sosial
b. Sebagai pencegah campur tangan pihak lain
c. Sebagai pencegah kesalahpahaman konflik
d. Sebagai pencegah terjadinya kesewenang-wenangan

e. Sebagai pencegah terjadinya perbuatan yang tidik ba

Sama halnya dengan penegakan hukum, penegakarekkduga
amat penting. Penegakan kode etik adalah usah&saakkan kode etik
sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannyayastigak terjadi
pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran, memailihkode etik yang
dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Karenaeketik merupakan
bagian dari hukum positif, maka norma-nprma penagdiukum undang-

undang juga berlaku pada penegakan kode etik.

Penegakan kode etik dalam arti sempit adalah ritgkan hak dan

kewajiban yang telah dilanggar, sehingga timbul ikelsangan seperti

87 http: //pakgalih.wor dpress.com/2009/04/07/penger ti an-dan-fungsi-kode-etik/ (diakses
tanggal 22 Mei 2013 pukul 17.00 WIB).

%8 Abdulkadir MuhammadEtika Profesi Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006),
him. 78.



56

semula. Bentuk pemulihan itu berupa penindakaratip pelanggar kode

etik. penindakan tersebut meliputi tingkatan séertkut?®

a. Teguran himbauan supaya menghentikan pelanggaram, tidak
melakukan pelanggaran lagi

b. Mengucilkan pelanggar dari kelompok profesi sebagaing tidak
disenangi sampai dia menyadari kembali perbuatannya

c. Memberlakukan tindakan hukum undang-undang dengakssiya

yang keras

Karena kode etik bermuara pada hukum undang-gndaraka
terhadap pelanggar kode etik sejauh merugikan kieygam negara atau
kepentingan umum, diberlakukan sanksi undang-undeamg keras itu

sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yarkykka.

%9 Abdulkadir MuhammadEtika Profesi Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006),

him 121.
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TINJAUAN UMUM BADAN KEHORMATAN (BK) DPRD KOTA

YOGYAKARTA

A. Segarah Pembentukan Badan K ehormatan

Pembentukan BK pada awalnya merupakan tanggapan atas sorotan
publik terhadap kinerja buruk sebagian anggota DPR. Misalnya dalam hal
rendahnya tingkat kehadiran dalam rapat dan konflik kepentingan. Beberapa
kasus pelanggaran kode etik yang terjadi di DPR menimbulkan desakan agar
segera dibentuk suatu badan yang dapat menyelesaikan kasus pelanggaran-
pelanggaran tersebut.

Maka kemudian dibentuklah BK DPR sebagai aat kelengkapan DPR
yang diharapkan dapat menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran yang terjadi
serta dalam mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran lainnya dengan
menegakan kode etik dan tata tertib DPR yang ada.

Disamping itu BK juga diharapkan dapat meminimalisir adanya
kesewenang-wenangan dari pemerintah yang dalam hal ini adalah DPR. Pada
awalnya BK hanya sebagai alat kelengkapan yang bersifat sementara. Namun
setelah adanya perubahan Tata Tertib DPR pada tahun 2004, alat kelengkapan
ini berubah menjadi alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. Tugas Badan

Kehormatan adalah melakukan penyelidikan dan verifikas terhadap

57
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pengaduan peristiwa yang diduga dilakukan oleh anggota DPR sebagai suatu
pelanggaran karena: ™
a Tidak dapat melaksanakan tugas secara Dberkelanjutan atau
berhalangan tetap sebagai anggota DPR.
b. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat calon anggota DPR sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan Umum.
c. Melanggar sumpah/janji, kode etik, dan/atau tidak melaksanakan
tugas sebagai anggota DPR.
d. Melanggar peraturan larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur
dalam ketentuan perundang-undangan.

Pengaturan mengenai BK terdapat dalam UU No. 27 Tahun 2009
tentang MPR, DPR, DPD, DPRD. Di DPRD Kota Y ogyakarta, BK terbentuk
sgjak tahun 2004. Sgjalan dengan DPR, di DPRD Kota Y ogyakarta BK juga
dibentuk agar dapat meminimalisir adanya kesewenang-wengan dari anggota
dewan yang dapat mengakibatkan citra buruk terhadap DPRD.

Pengaturan mengenai BK di DPRD terdapat di PP No. 16 Tahun
2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Namun BK
DPRD Kota Y ogyakarta juga diatur lenih lanjut dalam Peraturan DPRD Kota
Yogyakarta No. 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib dan Peraturan DPRD

Kota Y ogyakarta No. 2 Tahun 2010 tentang Kode Etik.

" http: //id.wiki pedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat (diakses tanggal 20 Juni 2013
pukul 16.00 WIB).
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B. Badan Kehormatan DPRD Kota Yogyakarta
Pasal 56 Peraturan Pemerintah (PP) 16 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dijelaskan bahwa kedudukan BK DPRD
Kota Yogyakarta merupakan sebagai alat kelengkapan DPRD yang bersifat
tetap yang dibentuk oleh DPRD dan ditetapkan dengan keputusan DPRD
Kota Y ogyakarta.
1. Struktur keanggotaan BK Kota Y ogyakarta periode 2009-2014
Dalam PP No. 16 Tahun 2010 juga sudah diatur mengenai
keanggotaan BK. Dalam Pasal 56 dijelaskan bahwa keanggotaan BK
dipilih dari dan oleh anggota DPRD dengan ketentuan bahwa untuk DPRD
kabupaten/kota yang beranggotakan sampai dengan 34 (tiga puluh empat)
orang berjumlah 3 (tiga) orang, dan untuk DPRD kabupaten/kota yang
beranggotakan 35 (tiga puluh lima) orang sampai dengan 50 (lima puluh)
orang berjumlah 5 (lima) orang.
DPRD Kota Y ogyakarta beranggotakan 40 orang yang berasal dari

berbagai fraksi, yaitu:

Nama Fraks Jumlah Anggota Asal Partai
Fraksi PDIP 13 PDIP dan Gerindra
Fraksi Demokrat 10 Demokrat
Fraksi PAN 7 PAN dan PPP
Fraksi PKS 5 PKS
Fraks Golkar 5 Golkar
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Mengacu pada Pasal 56 Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2010
dan jumlah anggota DPRD Kota Y ogyakarta tersebut, maka BK DPRD
Kota Yogyakarta terdiri dari 5 (lima) orang anggota. Adapun keanggotaan
BK dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD yang didasarkan
usul dari masing-masing fraksi. Masing-masing fraks berhak
mengusulkan 1 orang calon anggota BK. Keanggotaan BK paling lama
adalah 2%/, (dua setengah) tahun.

Berikut ini Struktur Keanggotaan BK DPRD Kota Y ogyakarta

periode 2009-pertengahan 2012:

Jabatan Nama Asal Fraksi
Ketua Danang Wahyu Broto, SE Demokrat
Wakil Ardianto PKS

Anggota 1 Suharyanto PDIP
Anggota 2 HM. Fursan, SE PAN
Anggota 3 R. Bagus Sumbarja Golkar

Mengacu pada Pasal 56 ayat (8) bahwa masa tugas anggota BK
paling lama 2/, (dua setengah) tahun, maka pada pertengahan tahun
2012 diadakan penggantian antarwaktu anggota BK DPRD Kota
Yogyakarta. Penggantian antarwaktu tersebut merubah struktur

keanggotaan BK dari pertengahan tahun 2012-2014 menjadi:
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Jabatan Nama Asal Fraksi
Ketua IGN. Prayogo Sunaryo Demokrat
Wakil Bambang Anjar Jalumurti, Spi PKS

Anggota 1 Emanuel Ardi Prasetya PDIP
Anggota 2 HM. Fursan, SE PAN
Anggota 3 R. Bagus Sumbarja Golkar

Dalam hal penggantian antarwaktu, fraksi dapat mengusulkan
kembali calon anggota Badan Kehormatan dimana Anggota DPRD
pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota Badan Kehormatan yang

digantikan.

. Tugas dan Wewenang BK DPRD Kota Y ogyakarta
Mengenai tugas dan wewenang BK telah diatur dalam Peraturan

Pemerintah No. 16 Tahun 2010 dan Peraturan DPRD Kota Y ogyakarta No.

01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib. Dalam Pasal 57 Peraturan Pemerintah

No. 16 Tahun 2010 disebutkan bahwa BK DPRD Kota Yogyakarta

mempunyai tugas antara lain:

a. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap
moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka
menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;

b. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap

peraturan tata tertib dan/atau kode etik DPRD;
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c. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikas atas pengaduan
pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat;dan

d. Melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan,
verifikas, klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf ¢ kepada

rapat paripurna DPRD.

Mengenai wewenang Badan Kehormatan (BK) diatur dalam Pasal
58 PP No. 16 Tahun 2010.” Untuk melaksanakan tugasnya, BK

berwenang untuk:

a. Memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran kode
etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD untuk memberikan klarifikasi
atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;

b. Meminta keterangan pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang
terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain; dan

c. Menjatuhkan sanks kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar

kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD.

3. Sanks dan Pengaduan Badan K ehor matan
Mengenai sanksi dan pengaduan telah diatur dalam PP No. 16
Tahun 2010 dan Peraturan DPRD No. 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib.
BK menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar

kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD berdasarkan hasil

™ Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
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penyelidikan, verifikasi, dan klarifikas oleh Badan Kehormatan. Sanksi

yang diberikan dapat berupa:

a. Teguran lisan;

b. Teguran tertulis;

c. Pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau

d. Pemberhentian sebagai anggota DPRD sesua dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Keputusan BK mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan,
teguran tertulis, atau pemberhentian sebagai pimpinan aat kelengkapan
DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang
bersangkutan, pimpinan fraks, dan pimpinan partai politik yang
bersangkutan. Keputusan BK mengenai penjatuhan sanksi  berupa
pemberhentian sebagai anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

Dalam ha pengaduan bila terlihat adanya pelanggaran kode etik
oleh anggota DPRD, pengaduan dapat disampaikan secara tertulis kepada
pimpinan DPRD disertai identitas pengadu yang jelas dengan tembusan
kepada Badan Kehormatan. Berikut alur pengaduan dan penindakannya:
1. Pengaduan disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD

disertai identitas pengadu yang jelas dengan tembusan kepada Badan

Kehormatan

2 | bid, Pasal 60-62.
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. Pimpinan DPRD wajib menyampaikan pengaduan sebagaimana
dimaksud pada poin 1 diatas kepada BK paling lama 7 (tujuh) hari
kerjaterhitung sejak tanggal pengaduan diterima

. Apabila dalam jangka waktu seperti yang disebutkan pada poin 2
tersebut pimpinan DPRD tidak menyampaikan pengaduan kepada BK,
BK menindaklanjuti pengaduan tersebut

. Dalam hal pengaduan tidak dsertai dengan identitas pengadu yang
jelas, pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan sebagaimana
dimaksud pada poin 1 kepada Badan Kehormatan.

. Setelah menerima pengaduan, Badan Kehormatan melakukan
penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

. Penyedlidikan, verifikasi, dan Klarifikasi dilakukan dengan cara
meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu,
dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, dan/atau memverifikas
dokumen atau bukti lain yang terkait

. Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikas Badan Kehormatan
dituangkan dalam berita acara penyelidikan, verifikasi, dan klarifikas

. Pimpinan DPRD dan/atau Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan
hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi

. Dalam hal hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikas menyatakan
bahwa teradu terbukti bersalah, BK menjatuhkan sanks sesuai dengan

tingkat kesalahannya
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Sanksi ditetapkan dengan keputusan BK dan dilaporkan kepada rapat
peripurna DPRD

Dalam hal keputusan BK, menjatuhkan sanks berupa pemberhentian
sebagai anggota DPRD, pimpinan DPRD menyampaikan keputusan
tersebut kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan

Partai politik sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya, dalam
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sgjak keputusan BK
diterima, menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian
anggotanya kepada pimpinan DPRD

Dalam hal pimpinan partai politik tidak menyampaikan keputusan dan
usul pemberhentian sebagaimana disebutkan pada poin sebelumnya,
pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggta DPRD
tersebut berdasarkan keputusan Badan Kehormatan sebagaimana
dimaksud pada poin 11 kepada Menteri Dalam Negeri melalui
gubernur bagi anggota DPRD provinsi, dan kepada gubernur melalui
bupati/walikota bagi anggota DPRD kabupaten/kota

Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian anggota DPRD
provinsi dan gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD
kabupaten/kota berdasarkan usul pimpinan DPRD sebagaimana

dimaksud pada poin 13.
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Terdapat ketentuan khusus mengenai pengaduan yang akan
digjukan kepada Badan Kehormatan. Pengaduan yang digjukan kepada BK

harus memuat;

a. ldentitas pengadu, meliputi:

1. Namalengkap

2. Tempat dan tanggal lahir/umur

3. Jeniskelamin

4. Pekerjaan

5. Kewarganegaraan

6. Alamat lengkap/domisili

7. Fotocopy ktp
b. Identitas anggota dewan sebagai teradu, sekurang-kurangnya melipuiti

nama |lengkap dan fraks tempat anggota dewan tersebut berasal.
c. Uraian peristiwa yang diduga pelanggaran, meliputi uraian singkat

fakta perbuatan yang dilakukan oleh anggota dewan sebagai teradu

dengan kejelasan mengenai tempat dan waktu terjadinya disertai bukti

awal.

Pengaduan tersebut digjukan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia yang ditandatangani dan/atau dibubuhi cap jempol pengadu.

Mengenai muatan pengaduan, BK DPRD Kota Yogyakarta masih

DPR.

"8 Pasal 4 Peraturan DPR RI No. 2 tahun 2011 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan
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mengacu pada Tata Beracara BK DPR. Hal tersebut karena pada BK
DPRD Kota Y ogyakarta periode 2009-2014 belum mempunyai Pedoman
Tata Beracara Pedoman Tata Beracara BK DPRD Kota Y ogyakarta
Periode 2009-2014 masih dalam proses pembahasan rancangan Pedoman

TataBeracara BK.

. Pelanggaran yang terjadi periode 2009-2014

Dalam periode 2009-2014 BK DPRD Kota Yogyakarta telah
menemukan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh anggota dewan.
Penemuan tersebut berdasarkan hasil investigasi BK sendiri ataupun dari
pengaduan yang masuk ke BK. Memang tidak semua pelanggaran diproses
oleh BK, karena BK ranahnya adalah mengenai etika

Sedangkan untuk pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya perdata
maupun pidana, terlebih dulu BK menunggu proses peradilan. BK tidak
pernah mendahului proses hukum yang berlaku. Setelah suatu kasus atau
pelanggaran mendapat putusan dari pengadilan, baru BK akan memproses
dari segi etikanya.

Jika suatu pelanggaran dijatuhi hukuman, sudah tentu pelanggaran
tersebut juga merupakan pelanggaran kode etik. namun jika pelanggaran
yang diproses hukum tersebut tidak dijatuhi hukuman, belum tentu
pelanggaran tersebut melanggar kode etik.

Berikut ini pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di DPRD Kota

Y ogyakarta periode 2009-2014:
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1. Asusila™
Dalam periode 2009-2014 ditemukan 1 pelanggaran asusila yang
dilakukan oleh salah satu anggota dewan. AP diadukan oleh MM
kepada BK DPRD Kota Yogyakarta karena MM mengaku dihamili
oleh AP.

2. Indispliner
Dalam periode 2009-2014 ditemukan pelanggaran dalam bentuk
indispliner seperti tidak mengikuti apel, tidak menghadiri rapat baik
rapat komisi, fraksi, ataupun paripurna tanpa keterangan dan surat ijin.
Selain itu BK juga menemukan adanya anggota dewan yang sering
pergi ke hiburan malam.” Hal ini juga ditindak oleh BK karena
anggota dewan sebagai wakil rakyat seharusnya menjaga perilakunya
Sudah sepatutnya anggota dewan menjaga citra dan martabatnya

sebagai wakil rakyat.

C. Badan Kehormatan DPRD Kota Y ogyakarta periode 2004-2009
BK DPRD Kota Y ogyakarta mulai dibentuk pada periode 2004-2009.
Pada awa pembentukannya BK DPRD Kota Yogyakarta tidak banyak
menemukan kasus pelanggaran. Memang pada periode tersebut BK masih
terbilang baru sebagai alat kelengkapan. Eksistensi BK juga belum terlihat

pada periode tersebut. Pelanggaran di DPRD Kota Y ogyakarta pada periode

™ Wawancara dengan Bambang Anjar Jalumurti, Anggota Badan K ehormatan DPRD
Kota, Yogyakarta, tangga 24 Mei 2013.

> Wawancara dengan Bagus Sumbarja, Anggota Badan Kehormatan DPRD Kota,
Y ogyakarta, 3 Mei 2013.
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tersebut hanya berkisar mengenai pelanggaran indisipliner seperti
ketidakhadiran dalam rapat. BK hanya menerima 2 aduan namun juga tidak
ditindaklanjuti karena pihak pengadu tidak berkenan menjadi saksi. Dan
disamping itu memang aduan yang masuk tersebut termasuk aduan yang
salah alamat karena seharusnya aduan tersebut diperuntukan pada Pansus

DPRD Kota Y ogyakarta.



BAB IV

ANALISA TENTANG IMPLEMENTASI FUNGSI BADAN

KEHORMATAN DPRD KOTA YOGYAKARTA DALAM PENEGAKAN

A.

KODE ETIK ANGGOTA DPRD PERIODE 2009-2014

Implementasi fungsi Badan Kehormatan DPRD dalam penegakan kode
etik DPRD Kota Yogyakarta

Badan Kehormatan (BK) merupakan alat kelengkapaRIDKota
Yogyakarta yang keberadaannya penting untuk menagdade etk
Anggota Dewan. Pengimplementasian fungsi BK dalanegakan kode etik
sangatlah penting guna menjaga etika dan moral Aagp®RD sebagai
wakil rakyat. Dalam hal ini implementasi fungsi BKadikan dengan
bagaimana pelaksanaan atau penerapan fungsi Bk gelaegakan kode etik
di DPRD Kota Yogyakarta periode 2009-2014. BK bertugastuk
melaksanakan pengawasan dan kontrol terhadap DPBi@ga®asan dan
kontrol dalam hal ini adalah pengawasan dan konimtérnal terhadap
DPRD.®

Anggota DPRD merupakan para wakil rakyat yang dipifialalui
pemilihan umum. Tentang etika, pada dasarnya mkamptentang etis dan
tidaknya suatu tindakan tertentu terkait dengags$uyrtugas, wewenang, dan
tanggungjawab serta kedudukan seseorang sebagadtangBRD. Dalam

profesinya sebagai anggota DPRD, maka disini pedanya kode etik

" Suriansyah MurhanAspek Hukum Pengawasan Pemerinta Daerah, (Yogyakarta:

Laksbang Mediatama, 2008), him. 69.
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profesi untuk memberikan batasan guna menjaga oof@itas anggota
DPRD agar tidak terjadi penyimpangan. Kode etik ggbtersebut terwujud
dalam tata tertib dan kode etik DPRD. Dalam menja@antugas dan
wewenangnya, BK memiliki pedoman beracara tersenihtia tertib sebagai
aturan normatif di DPRD, kode etik sebagai bataasbaturan main anggota
dewan dan pedoman beracara BK merupakan aturanBKasendiri. Kode
Etik DPRD merupakan keberlanjutan dari Tata TeDitRD.

Pada dasarnya BK mempunyai 2 fungsi, yaitu fuagtf dan fungsi
pasif. Fungsi aktif BK yaitu dengan mengevaluasiapeabsensi anggota
dewan dalam rapat-rapat, mengawasi produk hukum g#magilkan DPRD,
dan meninjau intensitas rapat yang dilakukan oleRDP

BK selalu mengevaluasi absensi anggota dewan sgt{eiga) bulan
sekali. Dalam kurun waktu 2009-2014, terdapat bgfzeranggota dewan
yang kerap mangkir dari rapat. Rapat tersebut tilakya pada rapat
paripurna yang berskala besar, namun juga padénapet lain seperti rapat
komisi maupun rapat fraksi yang berskala kecil.

Menindaklanjuti hal itu, BK telah memberikan tegurgsan untuk
anggota dewan tersebut melalui fraksi tempat angtgitaan tersebut berasal.
Selain mengevalusi absensi, BK juga mengevaluasngitas rapat yang
dilakukan oleh anggota dewan. Ini penting, karemtik& intensitas rapat

menurun, maka produk hukum yang dihasilkan bisgjjae menururi’

""Wawancara dengan Bambang Anjar Jalumurti, AngBatian Kehormatan DPRD
Kota, Yogyakarta, tanggal 24 Mei 2013.
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Dalam hal ini BK telah memberi teguran lisan danngatan untuk
komisi, fraksi, dan rapat-rapat yang lain yang ldinintensitas rapatnya
menurun. BK juga sering melakukan investigasi paniggota dewan, tetapi
tidak hanya ketika di kantor DPRD. BK menemukan iadikadanya anggota
dewan yang kerap pergi ke tempat hiburan malamittiakngat mencoreng
citra anggota dewan maupun DPRD sendiri. Untuk itut@&h memberikan
dan teguran lisan pada anggota dewan yang kerap kgetgmpat hiburan
malam dan memberi peringatan kepada fraksi yargahgkutan.

Fungsi pasif BK yaitu tindakan BK terhadap pengadyang masuk.
Pengaduan dalam hal ini adalah pemberitahuan itedidertai bukti awal
terhadap suatu tindakan dan/atau peristiwa yang pigduga sebagai suatu
pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik yang dilakuékeh Anggota Dewan.
BK secara internal membahas surat-surat pengadaag masuk setiap 1
(satu) bulan sekaff

Pengaduan tersebut dapat diajukan oleh masyaatd@iun lembaga.
Sepanjang tahun 2009-2014, memang ada beberapa gang masuk dari
masyarakat. Namun dari pengaduan-pengaduan yangknesebut, tidak
semua ditindaklanjuti oleh BK karena pengaduarktgksuai prosedur yang
berlaku. Pada periode tersebut BK telah menindéafu) pengaduan yang
telah sesuai prosedur, yaitu kasus asusila yarakukfn oleh salah satu

anggota dewan.

8 Wawancara dengan Nur Ichsanto Anwar, SekretaffRID Kota, Yogyakarta, tanggal
20 Mei 2013.
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Dalam kasus tersebut BK mengedepankan musyawaadh,dengan
menjadi penengah antara pengadu dan teradu. BKusahgkan agar kasus
tersebut diselesaikan secara kekeluargaan. Saapilwak teradu telah
menyetujui untuk memberi nafkah pada anak yandy tielair tersebut, tetapi
belum bersedia menikahi. Pada dasarnya kedua p#makat akan menikah,
namun karena terbentur prinsip sehingga keduanya b@enikah. Kasus
tersebut belum sepenuhnya selesai karena dari p#raadu memang belum
membuat surat pernyataan bahwa kasus tersebustdtzdai.

BK juga tidak dapat memaksakan anggota dewan tgrsefttuk
menikahi korban karena memang terbentur prinsipadanantara pengadu
dan teradu berbeda keyakinan (agama). Mengenasisgakg diberikan BK
untuk teradu, BK hanya memberikan sanksi lisanradeagsung pada teradu
dan juga peringatan diberikan pada fraksi yangamgieutan. BK seharusnya
lebih tegas dalam menindak kasus ini. Perbuatasilasangat berhubungan
dengan moral dan etika. Dalam Tata Tertib DPRD jugdals diatur
mengenai hal-hal yang tidak patut dilakukan olelggata DPRD, salah
satunya yaitu mengenai asusia.

Dibawah ini merupakan tindakan BK terhadap pelaraggayang
dilakukan oleh anggota dewan DPRD Kota Yogyakartioogertahun 2009-

2014:

"9 Pasal 114, Peraturan DPRD No. 01 Tahun 2010 tgfftata Tertib DPRD.
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No. | Jenis Pelanggaran

Sanksi  y3
diberikan

reterangan proses penindakan oleh BK

1. | Indisipliner
(bolos)

Teguran lisan

BK mengevaluasi absensi para anggota
dewan setiap 3 bulan sekali. Dalam
evaluasi terakhir yang dilakukan,
hasilnya bahwa tingkat kehadiran rata-
rata adalah 70%, sedangkan tingkat
kehadiran personal hanya 3§%0leh
karena itu BK langsung menindak siapa
saja yang kerap tidak hadir tanpa surat
ijin atau keterangan. Tahun 2009-2014,
ada beberapa anggota dewan yang
memang kerap tidak menghadiri rapat.
BK segera menindak dengan
memberikan teguran lisan terhadap
anggota dewan vyang bersangkutan
tersebut dan menyampaikan pula
peringatan pada ketua fraksi dimana
anggota dewan tersebut berasal. Ada|dua
anggota dewan yang memang kerap
tidak hadir dalam rapat, antara lain TS
dan SY.

2. Asusila

Teguran lisan

Tahun 2009-2014 terdapat 1
pelanggaran yang sifatnya asusila, yaitu
dimana salah satu anggota dewan
berinisial AP diadukan oleh seorahg
wanita karena dinilai anggota dewan
tersebut telah menghamili dirinyg.
Pengaduan wanita tersebut disampaikan
lewat pengacaranya. Karena pengaduan
wanita tersebut sudah sesuai prosedur,
jadi BK langsung menindaklanjuti
permasalahan tersebut. Yang pertama
dilakukan BK adalah mengundang
pengacara pihak wanita sebagai kuasa
hukum, kemudian BK
mengkonsultasikan permasalahan
tersebut kepada tenaga ahli yang ada di
BK. Setelah itu BK mempertemukan
pihak pengadu dan teradu untuk
mencoba menyelesaikannya dengan
musyawarah mufakat. Dari proses
tersebut dihasilkan kesepakatan bahwa

8 Wwawancara dengan Bambang Anjar Jalumurti, AngBatian Kehormatan, DPRD
Kota, Yogyakarta, tanggal 24 mei 2013.
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pihak teradu menyatakan
kesanggupannya untuk memberikan
nafkah terhadap anak yang saat |ini
sudah dilahirkan oleh pihak pengadu.
Kasus ini belum sepenuhnya selesai
karena dari pihak pengadu belum
memberikan pernyataan bahwa kasus
tersebut telah benar-benar selesai kepada

BK.%
3. |Intensita rapat| Teguran lisa | Periode 200-2014 ini dirasa intensite
menurun rapat menurun. Untuk rapat komisi

seharusnya seharusnya diadakan setiap
hari kerja. Namun periode ini kadanhg
rapat komisi hanya dilakukan 2 Kkali
seminggu. Hal ini sangatlah tidak baik
karena dengan menurunnya intensjtas
rapat, tidak menutup kemungkinan
menurun pula produk hukum yang
dihasilkan. Langkah BK dalam masalah
ini yaitu dengan memberikan semacam
peringatan  kepada komisi  yang
intensitas rapatnya menurun tersefut.

4. | Pergi ke temp- | Teguan lisan | BK langsung memberi teguran lis

tempat  hiburardan peringate | serta peringatan untuk fraksi yang

malam bersangkutan. Karena dinilai perilaku
tersebut dapat mencoreng citra dan nama
baik dewan. Anggota dewan yang
diketahui kerap pergi ke tempat hiburan
malam antara lain AP, EAP, BSB, AP$
dan beberapa lainnya.

7

Selain tindakan BK yang tersebut diatas, BK jugjala berperan aktif
dalam memberikan himbauan kepada anggota-anggatandagar tidak

melakukan pelanggaran atau melakukan perilakugb@rimenyimpang yang

*! I bid,

8 bid.

8 Wawancara dengan Bagus Sumbarja, Anggota Badaoriekan DPRD Kota,
Yogyakarta, 3 Mei 2013.
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dapat merusak citra dew&hDan untuk anggota yang tidak hadir 1 (satu) kali
tanpa keterangan, BK juga langsung memberikan getiam agar hal tersebut
tidak terulang. Pada periode 2009-2014, BK DPRD Kfigyakarta belum
pernah sampai memberikan sanksi tertulis maupukssamemberhentikan.
Sejauh ini BK lebih sering memberikan sanksi lisakarena BK
mengutamakan sifat kekeluargaan. Namun justru ms¢liet membuat BK
terlihat kurang berani dalam menindak suatu pelaragy

Jika dibanding dengan periode sebelumnya, kasug gda di DPRD
Kota Yogyakarta memang lebih banyak pada periodePada periode ini,
anggota BK juga lebih aktif dalam memberikan himdyguperingatan,
maupun teguran. Tetapi karena mengutamakan rasdukefaan maka BK
jadi terlihat pasif.

Dari penelitian yang dilakukan di BK DPRD Kota Yoggaéia,
peneliti menyimpulkan bahwa implementasi fungsi B&lath penegakan
kode etik DPRD belum maksimal. Pada dasarnya fuBligssudah dijalankan
dengan baik, hanya saja masih kurang maksimal &areasih banyak
kendala yang dihadapi. Disamping itu BK masih kurépgrtaring” dalam
menegakan kode etiR.Hal tersebut karena selama ini apa yang dilakukan
BK dalam menegakan kode etik masih belum membeskeak jera terhadap
anggota dewan yang melanggar kode etik.

Pembentukan BK di parlemen pada dasarnya sudatt, tepmun

pelaksanaannya masih belum cukup kuat untuk besrearbmenegakan Kode

84 | i
Ibid.
8 Wawancara dengan Bambang Anjar Jalumurti, AngBatian Kehormatan, DPRD
Kota, Yogyakarta, tanggal 24 mei 2013.
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Etik yang ada. Sebagai lembaga pengawas internal DRRIQ bertugas
menegakan tata tertib dan kode etik DPRD, BK haggad agar tata tertib

dan kode etik benar-benar dapat ditegakan.

Kendala yang dihadapi Badan kehormatan DPRD Kota Y ogyakarta dan
upaya mengatasinya
Setiap organisasi atau lembaga tentunya memplkeyadala dalam
menjalankan tugasnya. Tentunya Badan Kehormatanagaeb alat
kelengkapan yang diharapkan dapat menegakkan edtwean yang ada juga
menemukan kendala-kendala dalam menjalankan tugasBerikut ini
beberapa kendala yang dihadapi Badan KehormatarDDifea Yogyakarta
dalam menjalankan tugasnya.
1. Tidak adanya aturan khusus mengeeeaiuitment anggota BK
Dalam Pasal 56 ayat (5) PP Nomor 16 tahun 201@rignt
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan RRkgaah
tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerakbditkan
bahwa anggota BK dipilih dan ditetapkan dalam rgmatpurna
DPRD berdasarkan usul dari masing-masing fraksi. Ddlamini
masing-masing fraksi berhak mengusulkan 1 (satangrcalon
anggota BK. Dalam aturan tersebut tidak terdapatatyang jelas
mengenarecruitment calon anggota BK. Tidak ada aturan mengenai

syarat khusus yang harus dipenuhi untuk menjadncahggota BK
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yang diusulkan oleh frak&. Hal ini tentu saja dapat menjadi
kendala BK dalam menjalankan tugasnya. Karena patdaaksi
yang justru memasukkan anggotanya yang bermasatdabk u
menjadi anggota BK guna untuk memperbaiki diri angdersebut.
BK bukan merupakan tempat untuk sarana mempertiziknamun
BK dibentuk untuk menegakan tata tertib dan kodle y&tng mana
seharusnya orang-orang yang dimasukkan sebagaiotandgK
adalah benar-benar orang yang berkualitas dan hielakasalah.
2. Lemahnya tata tertib dan kode etik DPRD

Kode etik merupakan suatu aturan-aturan tertusgy
diharapkan dapat membimbing anggota dewan agéd¢ tedgdinya
kesewenang-wenangan kekuasaan. Namun tampaknya dtdde
yang ada mudah untuk disiasati oleh anggota dewng Yr@akal”
agar tidak terkena sanksi yang ada. Hal itu terlilaala Pasal 7 ayat
(3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotayakeyta
Nomor 2 Tahun 2010 tentang Kode Etik. dalam pasedebait
dikatakan bahwa ketidakhadiran anggota DPRD sec@ik f
sebanyak tiga kali berturut-turut dalam rapat gsjganpa izin
Pimpinan Fraksi, merupakan suatu pelanggaran yapataliberikan
teguran tertulis oleh Pimpinan Fraksi. Perlu dgdvawahi pada
kalimat “tiga kali berturut-turut”, hal tersebutrgmt mudah sekali

disiasati oleh anggota DPRD. Anggota dewan yang tidadir

8 Wawancara dengan Bambang Anjar Jalumurti, AngBatian Kehormatan DPRD
Kota, Yogyakarta, tanggal 24 Mei 2013.
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dalam rapat sejenis 2 kali berturut-turut, dapgt badir untuk yang
ketiga kalinya pada rapat tersebut agar tidak dikan sanksi
tertulis. BK hanya dapat memberikan teguran lisasleppelanggaran
seperti tersebut diatas.teguran lisan tidak membaoggota dewan
menjadi jera untuk terus melakukan pelanggaranekaitk yang ada
juga terlihat fleksible dan tidak tegas. Contohrsgperti aturan
merokok. Sebelumnya dalam kode etik telah diatinwiaaaggota
dewan dilarang merokok ketika rapat. Tetapi kareneatlang ketua
rapat sendiri merokok, aturan tersebut kemudiaubdin. Kelemahan
tersebut terlihat pada Pasal 9 ayat (5) dan (&téen DPRD No. 2
Tahun 2010 tentang Kode Etik. dalam Pasal 9 ayadiebutkan
bahwa selama rapat berlangsung setiap anggota DPRik tid
diperbolehkan merokok, tetapi karena alasan yaladp @isebutkan
sebelumnya bahwa pimpinan rapat sendiri melanggararat
tersebut, maka kemudian ditambahkan pada Pasat9@&ybahwa
ketentuan larangan merokok sebagaimana dimaksual agat (5)
tidak berlaku sepanjang diizinkan oleh pimpinaratapisini terlihat
bahwa kode etik sangat mudah dirubah dan terlitiak tiegas.
. Terbentur Pedoman Tata Beracara BK

BK memiliki aturan main atau pedoman tata beracBka
dalam bertindak terikat oleh tata beracara yang Rddoman tata
beracara BK yang ada dinilai belum jelas karenkattang aturan

tersebut malah membatasi BK dalam menjalankan mygasBK
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dapat dituntut ketika tidak mengikuti proseduraldoara yang ada.
Seperti pengaduan, ada pengaduan yang masuk keuBkKmtidak
diproses karena pengaduan tersebut tidak lenglama@uan yang
masuk ke BK tanpa adanya identitas dari pengadkamangaduan
tersebut hanya dijadikan catatan oleh BKdal ini membuat BK
terbatasi oleh aturan yang malah terkadang menikiaulit untuk
menindak anggota dewan yang benar-benar melangartasib
ataupun kode etik. Seharusnya pedoman tata ber&tardibuat
sedemikian rupa agar semakin mempertegas tata dani kode etik.
Untuk saat ini BK memang masih mengacu paca pedonhadsn
Beracara DPR RI. Namun seharusnya BK dapat lebiht cigpam
merumuskan Pedoman Tata Beracara agar BK terébdt Mandiri.
4. Masalah prosedural pengaduan yang rumit

BK dapat menindak suatu pelanggaran karena ada
pengaduan dari pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau
masyarakat. Tata cara pengaduan telah diatur diadal® etik dan
pedoman tata beracara BK. Pengaduan harus memeatitad
pengadu, identitas teradu, dan uraian singkat nmemgeelanggaran
yang dilakukan. Hal ini dapat menghambat BK menitaiglti
pengaduan ketika muatan dalam pengaduan tersdaltiéingkap.

Seringkali ada pengaduan yang masuk ke BK, té&&gang

identitas pengadu maupun teradu tidak lengkap danis |

87 Wawancara dengan Bagus Sumbarja, Anggota Badaoriekan, DPRD Kota,
Yogyakarta, 3 Mei 2013.
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pelanggaran yang diadukan tidak jelas. Pengaduam tydak sesuai
ketentuan hanya akan dianggap sebagai surat kalanghanya
menjadi catatan BK. Masyarakat menjadi enggan umtekgajukan
pengaduan karena aturan mengajukan pengaduan iyalag imit.
Sehingga pada periode 2009-2014 tidak banyak peagagang
masuk ke BK®
5. Pengadu kurang bekerjasama

Pihak pengadu yang sulit dihubungi juga menjadiltetan
atau kendala BK untuk menjalankan tugasnya. Hal kiawiena
beberapa pengaduan yang masuk, seringkali pengadt s
dihubungi®® Ketika pengaduan yang masuk sudah sesuai prosedur,
BK dalam menindaklanjutinya perlu keterangan langswari
pengadu. Namun ketika pengadu sulit dihubungi niBikanenjadi
terhambat dalam menindaklanjutinya. BK tidak dapat
menindaklanjuti ketika tidak ada keterangan leb#njut dari
pengadu, karena mau tidak mau BK harus mengikutoimpan tata
beracara yang ada. Jika tidak sesuai pedoman daadur yang ada

ketika menindaklanjuti pengaduan, maka BK dapainitt*°

8 Wawancara dengan Nur Ichsanto Anwar, SekretafPRID Kota, Yogyakarta, tanggal
20 Mei 2013.

8 Wawancara dengan Bagus Sumbarja, Anggota Badaoriekan, DPRD Kota,
Yogyakarta, 3 Mei 2013.

% Wawancara dengan Bambang Anjar Jalumurti, AngBatian Kehormatan, DPRD
Kota, Yogyakarta, tanggal 24 mei 2013.



82

6. Sifat “ewuh pakewuh™

Unsur politis menjadi hambatan yang sangat mengrehg
kinerja BK. Anggota BK juga merupakan anggota dewamgy
terdiri dari masing-masing fraksi yang ada di DPRIal ini sangat
berpengaruh pada BK ketika akan menegakan kodgagtig ada. Di
satu sisi BK merupakan alat kelengkapan yang merdédmgt untuk
menegakan kode etik, namun disisi lain BK juga mpakan anggota
dewan yang berasal dari fraksi-fraksi. Dalam suatu&aBK sulit
menegakan kode etik yang berlaku karena pelanggditakukan
oleh ketua dalam fraksinya sendfriHal itu karena ketika BK
hendak menegakan kode etik yang berlaku, namurrigrb oleh
posisinya di fraksi tersebut yang dapat terancarerkapelanggar
tersebut adalah ketuanya sendiri. Selain itu Bkajaglit bertindak
ketika pelanggaran dilakukan oleh teman dekat seyailg sesama
anggota dewan. Ada sifat “ewuh pakewuh” dan proteksigya
diberikan karena kedekatan psikologis.

Dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi, BRIDKota
Yogyakarta memiliki upaya-upaya yang ditempuh. Upaypaya tersebut
antara lain:

1. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia BK dapat

memaksimalkan penegakan tata tertib dan kode etRIDABK dapat

%1 Dalam bahasa Indonesia berarti sungkan.
92 Wwawancara dengan Bambang Anjar Jalumurti, AngBatéan Kehormatan, DPRD
Kota, Yogyakarta, tanggal 24 Mei 2013.
93 | i
Ibid.
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memanfaatkan CCTMVJosed-circuit television) yang telah terpasang di
setiap sudut ruangan di DPRD Kota Yogyakarta untukngaeasi
tingkah laku anggota dewan. BK juga mendapat bantizei sekretariat
DPRD dalam pengumpulan absensi anggota dewan.

. Mengamati secara langsung tingkah laku anggota mdwik ketika di

kantor DPRD Kota Yogyakarta maupun diluar kantor.



BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Badan Kehormatan (BK) merupakan alat kelengkapan IDB@&ng
dibentuk untuk menegakan kode etik DPRD. Pada dgsaBK
merupakan lembaga pengawasan internal DPRD. Fungdanba
kehormatan ada 2 (dua), yatu fungsi aktif dan fupgsif. Fungsi aktif
BK yaitu fungsi pengawasan yang dalam hal ini BK gemaluasi
absensi, produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD, id@msitas rapat
yang dilakukan oleh anggota dewan. Fungsi pasif Bituytindakan BK
menindaklanjuti ketika ada pengaduan adanya indg&langgaran oleh
anggota dewan.

BK selalu memberi himbauan kepada anggota-angdetean
agar tidak melakukan pelanggaran ataupun tindalkemyimpangan.
Mengenai implementasi fungsi BK DPRD Kota Yogyakartaladh
penegakan kode etik Anggota DPRD periode 2009-204da dasarnya
BK telah melaksanakan fungsinya dengan baik, nab@luim maksimal
dalam penegakannya. BK selama ini masih kurangtdbeg”’ karena
tindakan-tindakan yang dilakukan BK dalam menegakkade etk
belum memberikan efek jera bagi para anggota deyesmg “nakal’.
Dengan demikian implementasi fungsi BK dalam pekagakode etik

belum maksimal dan belum sesuai dengan apa yaagapikan. Karena

84
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pada kenyataannya masih banyak anggota dewan yalgkukan

pelanggaran tanpa memandang BK.

2. Kendala-kendala yang dihadapi BK antara lain: tidadanya aturan
khususrecruitment anggota BK, lemahnya tata tertib dan kode etik
DPRD, terbentur Pedoman Tata Beracara BK, masalaksegural
pengaduan yang rumit, pengadu kurang bekerjasaamadanya sifat
“ewuh pakewuh”. Dalam menghadapi kendala-kendala ydihgdapi,
BK berupaya lebih aktif dalam mengamati tingkahula@nggota dewan
baik di kantor maupun di luar kantor. Selain itu BKga lebih
mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada gam m@ndukung

kinerja BK.

B. Saran

Dari paparan kesimpulan tersebut, penyusun memipelederapa saran,

antara lain:

1. Aturan-aturan yang ada, yaitu kode etik dan tatibtéieendaknya lebih
dipertegas dan diperbaiki sedemikian rupa agar atagdewan tidak
memiliki celah untuk terhindar dari sanksi-sankki B

2. Aturan main BK atau tata beracara BK hendaknya pijgesr sebaik
mungkin agar BK dalam menegakan kode etik tidaketetur aturan-

aturan prosedural yang malah membatasi BK dalatintek.
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. Hendaknya Pedoman Tata Beracara BK DPRD Kota Yogyalsagera
diselesaikan.

. Tata cara pengaduan hendaknya tidak dibuat rummingga memudahkan
masyarakat dalam melakukan pengaduan ketika adeagighelanggaran
kode etik oleh anggota dewan.

. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat mengémaara pengaduan
agar masyarakat lebih paham ketika akan mengadsikatu perbuatan
anggota dewan yang dianggap tidak pantas.

. Mengenairecruitment anggota BK hendaknya diatur tersendiri mengenai
Syarat-syarat yang wajib dipenuhi. Akan lebih baiggota BK diambil
dari luar anggota dewan agar kinerja BK tidak tettneansur politisi dan
BK dapat lebih tegas dalam penegakan kode etik DPRD.

. Hendaknya fungsi pasif BK tidak hanya menunggu ketita pengaduan,
namun BK juga harus lebih aktif menyelidiki jikaaathdikasi anggota
dewan melakukan penyimpangan. Dan ketika memangmudian
indikasi pelanggaran, BK hendaknya segera memprgaatengan tegas.

. Hendaknya BK memberikan sanksi yang tegas pada tnggwan yang
melanggar agar dapat menciptakan efek jera damugtn tersebut tidak

terulang kembali.
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10.

11

12.

13.

14.

PEDOMAN WAWANCARA

Bagaimana struktur kelembagaaan BK di DPRD Kota Y ogyakarta?

Bagaimana struktur keanggotaan BK DPRD Kota Y ogyakarta periode 2009-2014?
Bagaimana proses rekruitmen anggota BK DPRD Kota Y ogyakarta?

Bagaimana hubungan Tatib DPRD dengan Kode Etik DPRD?

Bagaimanakah BK DPRD Kota Y ogyakarta dalam menjalankan tugas dan fungsinya?
Apakah BK DPRD Kota Yogyakarta hanya bergerak ketika ada pengaduan dari
masyarakat?

Bagaimana tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran Anggota
Dewan yang masuk ke BK DPRD Kota Y ogyakarta?

Bagaimana tahapan BK DPRD Kota Y ogyakarta dalam menyelesaikan kasus-kasus
atau pelanggaran yang terjadi tersebut?

Apakah sepanjang tahun 2009-2014 ada pelanggaran diluar kode etik? Jika ada,
bagai mana cara menyel esaikannya?

Apakah semua kasus yang masuk ke BK DPRD Kota Yogyakarta selalu dapat
ditangani dan terselesaikan?

Bagaimana tindakan BK terhadap Anggota Dewan yang dalam proses hukum?

Apa sgja faktor penghambat BK DPRD Kota Y ogyakarta dalam menjalankan tugas
dan fungsinya?

Bagaimana upaya yang ditempuh BK DPRD Kota Yogyakarta dalam mengatas
hambatan dan kendala yang dihadapinya tersebut?

Sejauh ini bagaimana peran BK DPRD Kota Y ogyakarta?



PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG
KODE ETIK

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang

Mengingat

a.

bahwa berdasarkan Pasal 107 Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 01 Tahun 2010
tentang Tata Tertib, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
menyusun kode etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi
oleh setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama
menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan,
citra dan kredibilitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut
dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa
Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 859);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5043);

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta
Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib;

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Yogyakarta Nomor 17/K/DPRD/2010 tentang Penetapan
Keanggotaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

TENTANG KODE ETIK.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

10.
11.

12.

13.

Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.

Pimpinan DPRD ialah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD.
Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kota Yogyakarta.

Kode Etik DPRD adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan
landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku dan ucapan mengenai hal-hal
yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD.

Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Mitra Kerja adalah pihak-pihak baik jajaran pemerintah daerah, instansi vertikal,
perseorangan, kelompok, organisasi, badan swasta dan lain-lain yang mempunyai
hubungan tugas dengan DPRD.

Rapat adalah semua jenis rapat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib
DPRD.

Keluarga adalah suami atau istri dan anak.

Sanak famili adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan pertalian darah dan
semenda sampai tiga derajat ke samping.

Perjalanan Dinas adalah perjalanan pimpinan atau anggota untuk kepentingan daerah
dalam hubungan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan yang dilakukan di dalam wilayah Republik Indonesia
maupun di luar batas wilayah Republik Indonesia.

Rahasia adalah sesuatu yang sengaja disembunyikan supaya tidak diketahui pihak
lain yang tidak berwenang untuk mengetahuinya sehingga mengakibatkan kerugian
materiil dan/atau non materiil.

BAB Il
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Penetapan Kode Etik DPRD dimaksudkan sebagai pedoman yang wajib dipatuhi oleh
setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat,
kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.



Pasal 3

Kode Etik DPRD bertujuan untuk menjaga martabat, citra, kehormatan dan kredibilitas
anggota DPRD serta membantu anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, wewenang
dan kewajibannya serta tanggung jawabnya kepada pemilih, masyarakat dan negara.

BAB Il
SIKAP DAN PERILAKU SERTA TATA KERJA ANGGOTA DPRD
Bagian Pertama
Sikap dan Perilaku
Pasal 4

Sikap dan perilaku anggota DPRD selama melaksanakan tugasnya :

a.
b.

~ o oo

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan
bangsa;

menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;
memiliki integritas tinggi dan jujur;
menegakkan kebenaran dan keadilan;

memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama,
ras, asal usul, golongan, dan jenis kelamin;

mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota DPRD daripada
kegiatan lain di luar tugas dan kewajiban DPRD; dan

menaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi anggota DPRD
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tata Kerja Anggota DPRD
Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota DPRD harus :

a.
b.

menunjukkan profesionalisme sebagai anggota DPRD;

melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan
masyarakat;

berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;

mengikuti seluruh agenda kerja DPRD, kecuali berhalangan atas izin dari pimpinan
fraksi;

menghadiri rapat DPRD secara fisik;

bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat
DPRD;

menjaga rahasia termasuk hasil rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai
dengan dinyatakan terbuka untuk umum;

memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan ke luar
negeri, baik atas beban APBD maupun pihak lain;



melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan/atau penugasan dari pimpinan
DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

tidak menyampaikan hasil dari suatu rapat DPRD yang tidak dihadirinya kepada
pihak lain; dan

tidak membawa anggota keluarga dalam perjalanan dinas, kecuali atas alasan
tertentu dan seizin pimpinan DPRD.

Bagian Ketiga

Tata Hubungan DPRD dengan Pemerintah Daerah, Antar Anggota DPRD serta

Antara Anggota DPRD dan Pihak Lain.
Pasal 6

Dalam melaksanakan hubungan kerja antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, antar
anggota DPRD, serta antar anggota DPRD dan Pihak lain, setiap anggota DPRD
senantiasa bersikap :

(1)

)

®3)

(4)

(6)

a.

b
c
d.
e
f

adil ;
terbuka;
akomodatif;
responsif; dan
profesional dalam hubungan kemitraan;
saling menghormati lembaga DPRD dan lembaga penyelenggara pemerintahan
lainnya.
BAB IV
KEHADIRAN, PENYAMPAIAN PENDAPAT, TANGGAPAN, JAWABAN DAN
SANGGAHAN
Pasal 7

Anggota DPRD harus mengutamakan tugasnya dengan cara menghadiri secara fisik
setiap rapat yang menjadi kewajibannya.

Ketidakhadiran anggota DPRD secara fisik di dalam rapat paripurna dan/atau alat
kelengkapan DPRD diberitahukan secara tertulis kepada Pimpinan Alat
Kelengkapan dengan disertai alasan.

Ketidakhadiran anggota DPRD secara fisik sebanyak tiga kali berturut-turut dalam
rapat sejenis tanpa izin Pimpinan Fraksi, merupakan suatu pelanggaran yang dapat
diberikan teguran tertulis oleh Pimpinan Fraksi.

Ketidakhadiran anggota DPRD secara fisik sebanyak tiga kali berturut-turut dalam
rapat alat kelengkapan tanpa pemberitahuan secara tertulis, Pimpinan alat
kelengkapan meminta keterangan kepada Pimpinan Fraksi melalui Pimpinan
Dewan.

Ketidakhadiran anggota DPRD secara fisik selama tiga bulan berturut-turut tanpa
keterangan apapun dan/atau dalam rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan
DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut
tanpa alasan yang sah merupakan pelanggaran Kode Etik yang dapat berakibat
diberhentikannya sebagai anggota DPRD.



Pasal 8

Setiap Anggota DPRD dalam menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban dan
sanggahan senantiasa memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan
kepatutan sebagai wakil rakyat.

1)

)

®3)

(4)

(®)

(6)

()

Pasal 9

Pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan yang disampaikan dalam rapat
adalah pernyataan dalam kapasitas sebagai anggota DPRD, pimpinan masing-
masing alat kelengkapan, atau pimpinan DPRD.

Pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan di luar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dianggap sebagai pernyataan pribadi.

Anggota DPRD yang tidak menghadiri rapat dilarang menyampaikan hasil rapat
dengan mengatasnamakan anggota DPRD kepada pihak lain.

Selama rapat berlangsung setiap anggota DPRD wajib bersikap sopan santun,
bersungguh-sungguh menjaga ketertiban dan memenuhi tatacara rapat
sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Selama rapat berlangsung setiap anggota DPRD tidak diperbolehkan merokok.

Ketentuan larangan merokok sebagaiman dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku
sepanjang diizinkan oleh pimpinan rapat.

Dalam melaksanakan tugasnya, anggota DPRD berpakaian rapi, sopan dan pantas.
BAB V
KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD
Pasal 10

Anggota DPRD mempunyai kewajiban:

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;

b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dan menaati peraturan perundangundangan;

c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan
golongan;

e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;

—h

menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerabh;
menaati tata tertib dan kode etik;

=2«

menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah;

menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara
berkala;

j-  menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan

k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di
daerah pemilihannya.



BAB VI
LARANGAN
Pasal 11

(1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:
a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
b. hakim pada badan peradilan; atau

c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara
Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik
daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.

(2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada
lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara,
notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang
DPRD serta hak sebagai anggota DPRD.

(3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang
menerima gratifikasi.

BAB VII
KONFLIK KEPENTINGAN
Pasal 12

(1) Sebelum mengemukakan pendapatnya dalam pembahasan sesuatu permasalahan,
Anggota DPRD harus menyatakan dihadapan seluruh peserta rapat apabila ada
suatu kepentingan antara permasalahan yang sedang dibahas dengan kepentingan
pribadinya di luar kedudukannya sebagai Anggota DPRD.

(2) Anggota DPRD mempunyai hak suara pada setiap pengambilan keputusan kecuali
apabila rapat memutuskan lain karena yang bersangkutan mempunyai konflik
kepentingan dalam permasalahan yang sedang dibahas.

BAB VIl
RAHASIA
Pasal 13

Anggota DPRD wajib menjaga kerahasiaan yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil
rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai dengan permasalahan tersebut sudah
dinyatakan terbuka untuk umum.

BAB IX
REHABILITASI
Pasal 14

(1) Badan Kehormatan dapat menetapkan keputusan rehabilitasi, apabila Anggota
DPRD yang diadukan terbukti tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan
Kode Etik;

(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan dalam Rapat
Paripurna dan dibagikan kepada seluruh Anggota DPRD.

BAB X
SANKSI DAN MEKANISME PENJATUHAN SANKSI
Bagian Kesatu



1)

)

®3)

Sanksi
Pasal 15

Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 dan/atau peraturan tata tertib DPRD dikenai sanksi berdasarkan keputusan
Badan Kehormatan.

Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian
sebagai anggota DPRD.

Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota
DPRD.

Pasal 16

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berupa:

a.
b.
C.

teguran lisan;
teguran tertulis; dan/atau
diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan.
Bagian Kedua
Mekanisme Penjatuhan Sanksi
Pasal 17

Penjatuhan sanksi dilaksanakan memperhatikan asas obyektivitas dan keadilan.

1)

)

®3)

(1)

(2)

3)

(4)

®)

Bagian Ketiga
Tata Beracara
Pasal 18

Mekanisme Pelaksanaan Kode Etik diatur lebih lanjut dalam bentuk Pedoman Tata
Beracara Badan Kehormatan.

Pedoman Tata Beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat
bagi seluruh Anggota DPRD.

Pedoman Tata Beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Peraturan DPRD.

BAB XI
USUL PERUBAHAN
Pasal 19

Usul perubahan Kode Etik DPRD dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 5 (lima)
orang Anggota DPRD atau alat kelengkapan DPRD.

Usul perubahan yang berasal dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dengan penjelasannya, disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan
DPRD dengan disertai daftar nama dan tanda-tangan pengusul serta nama
Fraksinya.

Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Pimpinan
DPRD kepada Badan Kehormatan untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut.

Dalam melakukan pembahasan, Badan Kehormatan mengundang para pengusul
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Setelah melakukan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Badan
Kehormatan dapat menerima atau menolak usulan perubahan kode etik.



(6) Apabila usulan perubahan kode etik diterima, Badan Kehormatan memberikan
rekomendasi perubahan kode etik kepada Pimpinan Dewan, untuk diambil
keputusan dalam Rapat Paripurna.

BAB XIli
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20

(1) Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan yang telah ada sebelum
Peraturan DPRD ini ditetapkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan
ditetapkannya Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan yang
sesuai dengan Peraturan DPRD ini.

(2) Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus telah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan
DPRD ini ditetapkan.

BAB XllII
PENUTUP
Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 Juli 2010
KETUA,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

HENRY KUNCOROYEKTI



SURAT BUK'TI WAWANCARA
Yang bertanda tangan di bawah tm saya:
Nama . \baw\\{\a‘/\ﬂ AV\JGF Jcﬂuwu\rh‘ S0
Pekerjaan S (Rakil Yehua R DILD o il

Alamat : &chﬁamﬂ i< W[ P30 \{Oakﬁdkuv‘h

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai oleh pihak peneliti guna
penyusunan skripsi yang berjudul: “PERAN BADAN KEHORMATAN DPRD
KOTA YOGYAKARTA DALAM PENEGAKAN KODE ETIK ANGGOTA
DPRD PERIODE 2009-2014” yang disusun oleh:

Nama : Betik Wulandari

NIM £ 09340063

Semester : VIII (Delapan)

"Prodi - Tlmu Hukum

Fakultas : Syari’ah dan Hukum

Universitas  : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Pakel Rejo UH V1/1206 A Yogyakarta 55162

Demikianlah surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan

sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 24 Mei 2013




SURAT BUKTI WAWANCARA
Vg bertnd tansan b fni sy
Nama L B & CoMbatda e SSeon
Pekerioan W1 LA S WA/ / AL Py U&AR oGy
Mamat N ATMEOWILAUTD G AZP e

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai oleh pihak peneliti guna
penyusunan skripsi yang berjudul: “PERAN BADAN KEHORMATAN DPRD
KOTA YOGYAKARTA DALAM PENEGAKAN KODE ETIK ANGGOTA
DPRD PERIODE 2009-2014” yang disusun oleh:

Nama : Betik Wulandari

NIM : 09340063

Semester : VIII (Delapan)

Prodi : llmu Hukum

Fakultas : Syari’ah dan Hukum

Universitas  : Universitas [slam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat . Paleel Rejo UH VI/1206 A Yogyakarta 55162

Demikianiah surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan

sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 3 Meci 2013




SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama - Mur dhsanbr Anwar, SH
Pekerjaan PN di SQ‘L(’Q}GV?O& DPRD L(,ofa \(OSYG{LQT{'G
Alamat - dl lpda Tt Harsono tlo.43 Togya[ccu‘('q

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai oleh pihak peneliti guna
penyusunan skripsi yang berjudul: “PERAN BADAN KEHORMATAN DPRD
KOTA YOGYAKARTA DALAM PENEGAKAN KODE ETIK ANGGOTA
DPRD EERIOD‘E 2009-2014” yang disusun oleh:

Nama : Betik Wulandari
NiM : 09340063

Semester : VIII (Delapan)
.Prodi : Ilmu Hulum
Fakultas : Syari’ah dan Hukum

Universitas  : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Pakel Rejo UH V1/1206 A Yogyakarta 55162

Demikianlah surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan

sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 20 Mei 2013

-

Nar \dhcanty Anwar’, SH



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

JLN. IPDA TUT HARSONO NO. 43 TELP. (0274) 540645 - 540650 FAX. (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
Email : dprd@jogja.go.id — Email Intranet : dprd@intra.jogja.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR : O /a4,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama - Bejo Suwarno, S.H.

NIP - 19590307 198503 1 007
Pangkat/Gol. - Pembina Utama Muda/IVc
Jabatan . Sekretaris DPRD Kota Yogyakarta

Dengan ini memerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama - Betik Wulandari

Pekerjaan - Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum —
UIN SUKA Yogyakarta

Nmr Mahasiswa : 09340063

Alamat - JI. Marsda Adisucipto, Yogyakarta

Benar-benar telah melakukan penelitian di DPRD Kota Yogyakarta dalam rangka
penyusunan Skripsi dengan judul Proposal : “PERAN BADAN KEHORMATAN DPRD
KOTA YOGYAKARTA DALAM PENEGAKAN KODE ETIK ANGGOTA DPRD
PERIODE 2009 - 2014”.

Dari tanggal 18 April 2013 s/d 17 Juni 2013

Demikian Surat Keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat di-
pergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Yogyakarta
Pada tanggal : 17 Juni 2013

| SEKRETARIS DPRD KOTA YOGYAKARTA

s

< | T
EEAN SEJO/SUWARNO. S.H.
SO i XTIP 19590307 198503 1 007
LS



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

ey
TOVRReinimnd® s

CERT
— : FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM IS0 9001
Q!Q Alamat: JI. Marsca Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
2 Yogyakarta 55281

No. < UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 743 /2013 Yogyeakarta, 11 April 2013

Lamp.

Hal . Permohonan |zin Penelitian

Kepada

Yih GUBERNUR DIY
Cqg Kepala Biro Administrasi Pembangunan DIY
di Yogvakara

Assalam(r'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mohon kepada Kepala Biro
Administrasi Pembangunan DIY berkenan memberi izin kepada mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakara sebagaimana yang tersebut di bawah ini:

NIM/ JURUSAN

-
No | Nama ( i

4

|
|
{ 1. BETIK WULANDARI J 09340063 / ILMU HUKUM J

Untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul : PERAN BADAN KEHORMATAN DPRD KOTA
YOGYAKARTA DALAM PENEGAKAN KODE ETIK ANGGOTA DPRD PERIODE 2008-2012.

Demikian surat permohonan ini disampaikan atas perkenannya diucapkan terima kasih

Wassalamu’alaikum wr.wb.

%0 Bidang Akademik,

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN
070/3371/V/4/2013

Membaca Surat : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Nomor o UIN.02/DS.1/PP.00.9/743/2013
Tanggal o 11 April 2013 Perihal . ljin Penelitian

—

Mengingat Feraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing,

Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam

melakukan Kegitan Penelitian dan Pengembangan di indonesia;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan

Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan

Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah.

4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan
Perizinan, Rekomendasi Pelaksaraan Survel, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian,

dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

(03]

DIINKAN untuk melekukan kegiatan surveifpenelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama o BETIK WULANDARI NIP/NIM - 09340063

Alamat o JLMARSDA ADISUCIPTO, YOGYAKARTA

Judul . PERAN BADAN KEHORMATAN DPRD KOTA YOGYAKARTA DALAM PENEGAKKAN
KODE ETIK ANGGOTA DPRD PERIODE 2008-2012

Lokasi . DPRD KOTA YOGYAKARTA Kota/Kab. KOTA YOGYAKARTA

Waktu o 18 Aprit 2013 s/d 18 Juli 2013

Dengan Ketentuan

4

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari
Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;

2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah [stimewa Yogyakarta melalui Biro
Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website
adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;

3. ljin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di
lokasi kegiatan;,

4 jin penelitian dapat diperpanjang maksima! 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir
waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;

5. ljin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memecnuhi ketentuan yany
berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal 18 April 2013
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.

Qidsysilowati, SH
0198503 2 003

SETDA,

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Walikota Yogyakarta cq. Dinas Perizinan

3. Ka. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY

4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Yang Bersangkutan




PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN
JI. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682
EMAIL : perizinan@)jogjakota.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogjakota.go.id

SURAT IZIN
NOMOR - 070/1186
2815/34
Dasar . Suratizin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/3371/V/4/2013 Tanggal :18/04/2013
Mengingat - 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susune

Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas

Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian izin Penelitian
Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizine
pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomaor: 18 Tahun 2008 tentang Ped
Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengemb
Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;

wn

Diijinkan Kepada © Nama . BETIK WULANDARI NO MHS / NIM ;09340083
Pekerjaan - Mahasiswa Fak. Syari'ah dan Hukum - UIN SUKA Yk
Alamat - JI. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab © Nurainun Mangunsong, SH., M.Hum.
Keperiuan " Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PERAN BADAN

KEHORMATAN DPRD KOTA YOGYAKARTA DALAM
PENEGAKAN KODE ETIK ANGGOTA DPRD PERIODE 2008-

2012
Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu 0 18/04/2013 Sampai  18/07/2013
Lampiran . Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuzn 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta

{Cg. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. lzin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan
Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan iimiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya
ketentuan -ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi
bantuan seperlunya

L leeluquar)ds .. Yogyakarta
Tanda tangan ;" .padd Tanggal- #19-4-2013

. - N \‘\ .
Pemegang Izin S »An;-.-Kepala—E\)m% Perizinan
e ,--h-';SeR:r'étaﬁri .

BETIK WULANDARI IS B

Tembusan Kepada : 5 Tl SH
Yin. 1. Walikota Yogyakarta(sebagai laporan) NIR.196703031988032004
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda Prop. DIY
3. Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta
4. Ybs.
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A. Data Pribadi

Nama : Betik Wulandari

Tempat Tanggal Lahir : Bantul, 23 Maret 1991

Jenis Kelamin : Perempuan

Status : Belum Menikah

Kebangsaan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat Asal : Wojo, Bangunharjo, Sewon, Bantul

Alamat Tinggal : JI. Menteri Supeno, Gg. Dewi SartikH VI1/1206 A

Pakel Rejo Yogyakarta 55162
Email : byan_nda@yahoo.co.id

Telp/Hp : 08562599080

B. Riwayat Pendidikan
a. TK Margo Asih Yogyakarta Lulus 1997
b. SDN Batikan 1 Yogyakarta Lulus 2003
c. MTs N Yogyakarta 2 Lulus 2006
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e. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga L2043
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